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KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai
Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan
menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang
dipimpinnya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah salah satu entitas
pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi
Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan
Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan
mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat
dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan
dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan
yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang
berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk
meningkatkan  akuntabilitas/pertanggungjawaban  dan  transparansi
pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan
informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha

untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Jakarta, 19 Mei 2025
Menteri Kelautan dan Perikanan

. Ditandatangani
¥ J: secara Elektronik

SQT{Ti"W'ﬁhyu Trenggono
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PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terdiri
dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan
Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan
dan Perikanan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, merupakan
tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun dengan Sistem Pengendalian
Intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan
anggaran serta posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan.

Jakarta, 19 Mei 2025
Menteri Kelautan dan Perikanan

. Ditandatangani
i Secara Elektronik

&

Y Pl
Ty

Sakti Wahyu Trenggono
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KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3522805 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3522805
LAMAN www. kkp.go.id SUREL itifen@kkp.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan
Perikanan untuk Tahun Anggaran 2024 berupa Neraca per tanggal 31
Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional,
Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk
periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Reviu
atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Semua informasi
yang dimuat dalam Laporan Keuangan adalah penyajian manajemen
Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi,
kehandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan,
pengukuran, dan pelaporan ftransaksi dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP) Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit
dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan
terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas Laporan Keuangan
secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat
semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami
yakin bahwa Laporan Keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan lain yang terkait.

Jakarta, | § Februari 2025

InspW

- /&)
To&nan’da Syaffuflah

NIR 19720203 199603 1 003
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DAFTAR TABEL
PENJELASAN UMUM

Tabel Judul Hal.
Al Perhitungan Penyisihan Piutang
..................................... A.22
A2 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap
..................................... A.25
A3 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud
..................................... A.32
A4 Perbandingan Jumlah Satker yang Melakukan
Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2023 dan
2024 e, A.39
A.5  Jumlah Rekening Pemerintah pada Satker di
lingkungan KKP A.40
A.6  Data Pegawai Kementerian Kelautan dan
Perikanan A.40
A7 Data Pegawai Lingkup Sekretariat Jenderal
Tahun 2024 A4l
A8 Data Pegawai Lingkup Inspektorat Jenderal
Tahun 2024 A4l
A9 Data Pegawai Lingkup Direktorat Jenderal
Perikanan Tangkap Tahun 2024 e A41
A.10 Data Pegawai Lingkup Direktorat Jenderal
Perikanan Budi Daya Tahun 2024 s A41
A.11  Data Pegawai Lingkup Direktorat Jenderal
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan Tahun 2024 A4l
A.12  Data Pegawai Lingkup Direktorat Jenderal
Penguatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan
Tahun 2024 A.42
A.13  Data Pegawai Lingkup Direktorat Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun
2024 A.42
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Tabel

A.14

A.15

A.16

A.17

Judul Hal.

Data Pegawai Lingkup Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan
dan Perikanan Tahun 2024 L A.42

Data Pegawai Lingkup Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
PerikananTahun 2024 s A.42

Daftar Aplikasi yang Digunakan dan
Dikembangkan oleh KKP A.46

Tahapan Penyelenggaraan PIPK sampai dengan
Periode Triwulan IV Tahun 2024 di Lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan A.53

Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan TA 2024 Audited
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DAFTAR TABEL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tabel Judul Hal.

B.1  Pagu Anggaran Kementerian Kelautan dan
Perikanan Menurut Unit Eselon I TA 2024 @ oo B.1

B.2  Pagu Anggaran Kementerian Kelautan dan
Perikanan Menurut Unit Eselon I Per Jenis
Belanja TA 2024 .................................. B.l

B.3  Pagu Anggaran Kementerian Kelautan dan
Perikanan Menurut Kewenangan Satker Per
JenIS Belan]a TA 2024 .................................. B.2

B.4  Perbandingan Pagu dan Blokir Anggaran
Kementerian Kelautan dan Perikanan Per
Unlt Eselon I TA 2024 .................................. B.3

B.5  Blokir Anggaran Kementerian Kelautan dan
Perikanan Menurut Unit Eselon I Per Jenis
Belan_]a TA 2024 .................................. B.3

B.6  Blokir Anggaran Kementerian Kelautan dan
Perikanan Menurut Unit Eselon I Per
Keglatan TA 2024 .................................. B.4

B.7 Rincian Realisasi PNBP Per Akun Untuk
Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember
2024 .................................. B.7

B.8 Rincian Realisasi PNBP Per Unit Eselon I
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31
Desember 2024 .................................. B.7

B.9 Rincian Realisasi PNBP Per Akun Untuk
Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember
2024 dan 2023 B.8

B.10 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
Perikanan Per Akun Untuk Periode Yang
Berakhir Tanggal 31 September 2024 dan
2023
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Tabel Judul Hal.

B.11 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
Jasa Layanan Umum Untuk Periode Yang
Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan
2023

B.12 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
Hasil Kerja Sama BLU Untuk Periode Yang
Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan
2023

B.13 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
BLU Lainnya Untuk Periode Yang Berakhir
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 B.18

B.14 Perbandingan Rincian PNBP Lainnya Untuk
Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember
2024 dan 2023 B.21

B.15 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran
Badan Usaha Per Akun Untuk Periode Yang
Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan
2023 B.22

B.16 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran
Badan Usaha Pada Masing-Masing Unit
Eselon I Untuk Periode Yang Berakhir
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

B.17 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
Administrasi dan Penegakan Hukum Per
Akun Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023 e,

B.18 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
Administrasi dan Penegakan Hukum Pada
Masing-Masing Unit Eselon I Untuk Periode
Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024
dan 2023

B.19 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan
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Tabel Judul Hal.

Keagamaan Untuk Periode Yang Berakhir
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

B.20 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi Per
Akun Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023 e,

B.21 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31
Desember 2024 dan 2023 e

B.22 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
Jasa Lainnya Per Akun Untuk Periode Yang
Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan
2023

B.23 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
Jasa Lainnya Pada Masing-Masing Unit
Eselon I Untuk Periode Yang Berakhir
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 o

B.24 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan,
dan Pengelolaan Keuangan Per Akun Untuk
Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember
2024 dan 2023

B.25 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan,
dan Pengelolaan Keuangan Untuk Periode
Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024
dan 2023

B.26 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
Denda Per Akun Untuk Periode Yang
Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan
2023

B.27 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
Denda Pada Masing-Masing Unit Eselon I
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Tabel Judul Hal.

Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31
Desember 2024 dan 2023 e B.50

B.28 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
Lain-Lain Per Akun Untuk Periode Yang
Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan
2023 e

B.29 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
Lain-Lain Untuk Periode Yang Berakhir
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 .................................. 855

B.30 Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Per Jenis
Belanja Untuk Periode Yang Berakhir
Tanggal 31 Desember 2024 .................................. B60

B.31 Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Pada
Masing-Masing Unit Eselon I Untuk Periode
Yang Berakhlr Tanggal 31 Desember 2024 .................................. B60

B.32 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Per
Jenis Belanja Untuk Periode Yang Berakhir
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 e B.61

B.33  Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja
Pegawai  Untuk Periode Yang Berakhir
Tanggal 31 Desember 2024 .................................. B.62

B.34 Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja
Pegawai Menurut Unit Eselon I Untuk Periode
Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 ..................................

B.35 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja
Pegawai Per Akun Untuk Periode Yang
Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan
2023

B.36 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Gaji
dan Tunjangan Menurut Unit Eselon I Untuk
Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember
2024 dan 2023 e
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Tabel Judul Hal.

B.37 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja
Honorarium/Lembur/Tunjangan Khusus &
Belanja Pegawai Transito Menurut Unit
Eselon I Untuk Periode Yang Berakhir
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

B.38 Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja
Barang Per Akun Untuk Periode Yang
Berakhlr Tanggal 31 Desember 2024 .................................. B.66

B.39 Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja
Barang Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2024 .................................. 866

B.40 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja
Barang Per Akun Untuk Periode Yang
Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan
2023

B.41 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja
Barang Menurut Unit Eselon I Untuk Periode
Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024
dan 2023

B.42 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Jasa
Menurut Unit Eselon I Untuk Periode Yang
Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan
2023

B.43 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja
Pemeliharaan Menurut Unit Eselon I Untuk
Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember
2024 dan 2023 e

B.44 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja
Perjalanan Dinas Menurut Unit Eselon I
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31
Desember 2024 dan 2023 e

B.45 Rincian Temuan Pemeriksaan BPK RI atas
Belanja Perjalanan Dinas Menurut Unit
EselonI

Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan TA 2024 Audited Xii



Tabel Judul Hal.

B.46 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja BLU
Menurut Unit Eselon I Untuk Periode Yang
Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan

2023 B.74
B.47 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja

Barang Untuk  Diserahkan Kepada

Masyarakat/Pemda Menurut Unit Eselon I

Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 B.76

Dosember 2004 dan 2003 e .
B.48 Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja

Modal Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal

31 Desember 2024 .................................. B.79
B.49 Rincian Realisasi Belanja Modal Menurut Unit

Eselon I Untuk Periode Yang Berakhir

Tanggal 31 Desember 2024 .................................. 880
B.50 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja

Modal Per Akun Untuk Periode Yang Berakhir

Tanggal 31 Desember 2024 e B.80
B.51 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja

Modal Tanah Untuk Periode Yang Berakhir

Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 = e B.82
B.52 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja

Modal Peralatan dan Mesin Untuk Periode

Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 83

dan 2023 e B.
B.53 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja

Modal Gedung dan Bangunan Untuk Periode

Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

dan 2023 e B.85
B.54 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja

Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Untuk

Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember B.87

2024 dan 2023 ..................................
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Tabel Judul Hal.

B.55 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja
Modal Lainnya Untuk Periode Yang Berakhir

Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 .................................. 889
B.56 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja
Modal BLU Untuk Periode Yang Berakhir
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 .................................. 590
Xiv
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DAFTAR TABEL
NERACA

Tabel Judul Hal.

C.1 Rincian Saldo Aset Lancar Per Akun Per 31
Desember 2024 dan 31 Desember 2023 oo C.1

C.2 Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran
Per Akun Per 31 Desember 2024 dan 31
Desember 2023 C.2

C.3 Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran
Pada Masing-Masing Eselon I Per 31
Desember 2024 dan 31 Desember 2023 ... C.2

C4 Rincian Saldo Kas di Bendahara Penerimaan
Pada Masing-Masing Unit Eselon I Per 31
Desember 2024 dan 31 Desember 2023 oo C.3

C.5 Rincian Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas Per
Akun Per 31 Desember 2024 dan 31
Desember 2023 e C.4

C.6 Rincian Saldo Kas Lainnya di Bendahara
Pengeluaran Pada Masing-Masing Eselon I
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember
2023 C5

C.7 Rincian Saldo Kas Lainnya di Kementerian
Negara/Lembaga dari Hibah Pada Masing-
Masing Eselon I Per 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023 C.6

C.8 Rincian Saldo Kas di K/L dari Hibah Per
Rekening Pada Satker Biro Umum dan
Pengadaan Barang/Jasa Per 31 Desember
2023 (rekening koran) C.7

C.9 Ringkasan Mutasi Kas Lainnya di K/L dari
Hibah Pada Proyek SKPT JICA Per 31
Desember 2024 C.8
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Tabel Judul Hal.

C.10 Rincian Saldo Kas di K/L dari Hibah Per
Rekening Pada Satker Biro Umum dan
Pengadaan Barang/Jasa Per 31 Desember
2024 (rekening koran) s C.9

C.11 Rincian Mutasi Kas Lainnya di K/L dari Hibah
Pada Proyek GEF-6 Per 31 Desember 2024  .........cccovivevvveennennn C.12

C.12 Rincian Mutasi Kas Lainnya di K/L dari Hibah
Pada KMOUC Per 31 Desember 2024 . C.14

C.13 Rincian Saldo Kas Lainnya di Badan Layanan
Umum Pada Masing-Masing Eselon I Per 31
Desember 2024 dan 31 Desember 2023 ... C.15

C.14 Rincian Saldo Kas dan Bank BLU Per Satker
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember
2023 C.16

C.15 Rincian Saldo Rekening Operasional BLU Per
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 ... C.17

C.16 Perbandingan Saldo Kas dan Bank BLU pada
Neraca dengan Saldo Rekening BLU per 31
Desember 2024 C.19

C.17 Rincian Saldo Investasi Jangka Pendek -
Badan Layanan Umum Pada Masing-Masing
Eselon I Per 31 Desember 2024 dan 31
Desember 2023 C.20

C.18 Rincian Saldo Deposito BLU pada Masing-
Masing Eselon I Per 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023 C.21

C.19 Rincian Saldo Belanja Barang Dibayar
Dimuka Pada Masing-Masing Unit Eselon I
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember
2023 e C.22
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Tabel Judul Hal.

C.20 Rincian Saldo Pendapatan Yang Masih Harus
Diterima Pada Masing-Masing Eselon I Per 31
Desember 2024 dan 31 Desember 2023 ... C.24

C.21 Rincian Saldo Pendapatan Yang Masih Harus
Diterima Pada Pelabuhan  Perikanan
Samudra Nizam Zachman Per 31 Desember
2024 C.25

C.22  Perhitungan Penyisihan Piutang . C.27

C.23 Rincian Saldo Piutang Bukan Pajak Pada
Masing-Masing Unit Eselon I Per 31
Desember 2024 dan 31 Desember 2023 ... C.28

C.24 Rincian saldo Piutang PNBP pada PPS Nizam
Zachman Per 31 Desember 2024 dan 31
Desember 2023 C.33

C.25 Rincian Saldo Penyisihan Piutang Tidak
Tertagih - Piutang Bukan Pajak Per Akun Per
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023  .......ccoooeeiiiiiieiees C.55

C.26 Rincian Saldo Piutang dari Kegiatan
Operasional BLU Per Akun Per 31 Desember
2024 dan 31 Desember 2023 e C.57

C.27 Rincian Saldo Penyisihan Piutang Tidak
Tertagih - Piutang Kegiatan Operasional BLU
Per Akun Per 31 Desember 2024 dan 31
Desember 2023 C.59

C.28 Rincian Saldo Penyisihan Piutang Tidak
Tertagih — Piutang BLU Pengelolaan Dana
Bergulir berdasarkan kualitas Per 31
Desember 2024 C.60

C.29 Rincian Saldo Persediaan Per Akun Per 31
Desember 2024 dan 31 Desember 2023 ..o C.62
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Tabel Judul Hal.

C.30 Rincian Saldo Persediaan Dalam Kondisi
Usang dan Rusak Pada Masing-Masing Unit
Eselon I Per 31 Desember 2024 e C.63

C.31 Rincian Saldo Persediaan Untuk Operasional
Pada Masing-Masing Unit Eselon I Per 31
Desember 2024 dan 31 Desember 2023 ... C.64

C.32 Daftar Barang Persediaan untuk Operasional
Per 31 Desember 2024 C.65

C.33 Ringkasan Mutasi Persediaan  untuk
Operasional Per Jenis Transaksi Per 31
Desember 2024 s C.66

C.34 Rincian Saldo Persediaan untuk Dijual Atau
Diserahkan kepada Masyarakat Pada Masing-
Masing Unit Eselon I Per 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023 C.73

C.35 Ringkasan Mutasi Persediaan untuk Dijual
atau Diserahkan kepada Masyarakat Per
Jenis Transaksi Per 31 Desember 2024 ... C.75

C.36 Rincian Harga Satuan Persediaan Hewan dan
Tanaman Untuk Dijual atau Diserahkan
Kepada Masyarakat yang Belum Diatur
dalam PP Nomor 85 Tahun 2021 e C.80

C.37 Rincian Saldo Aset Tetap Per Akun Per 31
Desember 2024 dan 31 Desember 2023 ... C.81

C.38 Rincian Transfer Masuk dan/atau Transfer
Keluar Aset Tetap ke K/L Lain Per 31
Desember 2024 C.81

C.39 Rincian Saldo Tanah Pada Masing-Masing
Unit Eselon I Per 31 Desember 2024 dan 31
Desember 2023 e C.83

C.40 Ringkasan Mutasi Tanah Per Jenis Transaksi
Per 31 Desember 2024 e C.84

Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan TA 2024 Audited



Tabel Judul Hal.

C.41 Rincian Tanah Dikuasai dan/atau
Bersengketa dengan Pihak Lain Pada
Masing-Masing Unit Eselon I Per 31
Desember 2024 s C.87

C.42 Rincian Saldo Peralatan dan Mesin Pada
Masing-Masing Unit Eselon I Per 31
Desember 2024 dan 31 Desember 2023 oo c.a1

C.43 Daftar Rinci Nilai Tercatat Peralatan dan
Mesin Per Bidang Barang Per 31 Desember
2024 C.92

C.44 Ringkasan Mutasi Peralatan dan Mesin Per
Jenis Transaksi Per 31 Desember 2024 ... C.92

C.45 Rincian Saldo Gedung dan Bangunan Pada
Masing-Masing Unit Eselon I Per 31
Desember 2024 dan 31 Desember 2023 ... C.100

C.46 Daftar Rinci Nilai Tercatat Gedung dan
Bangunan Per Bidang Barang Per 31
Desember 2024 s C.101

C.47 Ringkasan Mutasi Gedung dan Bangunan Per
Jenis Transaksi Per 31 Desember 2024 ... C.102

C.48 Rincian Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan
Pada Masing-Masing Unit Eselon I Per 31
Desember 2024 dan 31 Desember 2023 ... C.109

C.49 Daftar Rinci Nilai Tercatat Jalan, Irigasi dan
Jaringan Per Bidang Barang Per 31
Desember 2024 C.110

C.50 Ringkasan Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan
Per Jenis Transaksi Per 31 Desember 2024  .......cccoovivevveeeinennn C.110

C.51 Rincian Saldo Aset Tetap Lainnya Pada
Masing-Masing Unit Eselon I Per 31
Desember 2024 dan 31 Desember 2023 ... C.115
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Tabel Judul Hal.

C.52 Daftar Rinci Nilai Tercatat Aset Tetap Lainnya
Per Akun Per Bidang Barang Per 31
Desember 2024 e C.116

C.53 Ringkasan Mutasi Aset Tetap Lainnya Per
Jenis Transaksi Per 31 Desember 2024 ... C.118

C.54 Rincian Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan
Pada Masing-Masing Unit Eselon I Per 31
Desember 2024 dan 31 Desember 2023 ... C.122

C.55 Konstruksi Dalam Pengerjaan Berdasarkan
Status Keberlanjutannya Per 31 Desember
2024 C.124

C.56 Ringkasan Mutasi  Konstruksi  Dalam
Pengerjaan Per Jenis Transaksi Per 31
Desember 2024 e C.126

C.57 Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan Aset
Tetap Per Akun Per 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023 C.130

C.58 Ringkasan Nilai Penyusutan Aset Tetap Per
Akun Per Bidang Barang Per 31 Desember
2024 C.130

C.59 Rincian Saldo Properti Investasi Pada
Masing-Masing Unit Eselon I Per 31
Desember 2024 dan 31 Desember 2023 ... C.132

C.60 Daftar Rinci Properti Investasi Per Bidang
Barang Per 31 Desember 2024 e C.134

C.61 Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan Properti
Investasi Pada Masing-Masing Unit Eselon I
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember
2023 e C.134

C.62 Rincian Saldo Piutang Jangka Panjang Per
Akun Per 31 Desember 2024 dan 31
Desember 2023 e C.135
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Tabel Judul Hal.

C.63 Rincian Saldo Piutang Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Pada
Masing-Masing Unit Eselon I Per 31
Desember 2024 dan 31 Desember 2023 ... C.136

C.64 Kualitas Piutang TP/TGR pada Masing-
Masing Unit Eselon I Per 31 Desember 2023  .......ccccovivevveecneenn C.138

C.65 Rincian Saldo Penyisihan Piutang Tidak
Tertagih  Piutang Tagihan  Tuntutan
Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi Pada
Masing-Masing Unit Eselon I Per 31
Desember 2024 dan 31 Desember 2023 ... C.138

C.66 Rincian Saldo Piutang Jangka Panjang
Lainnya Pada Masing-Masing Unit Eselon I
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember
2023 e C.139

C.67 Perhitungan Kontribusi Kerja  Sama
Pemanfaatan BMN di Pulau Nipa . C.140

C.68 Kualitas Piutang Jangka Panjang Lainnya
pada Masing-Masing Unit Eselon I Per 31
Desember 2024 C.141

C.69 Rincian Saldo Penyisihan Piutang Tidak
Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya
Pada Masing-Masing Eselon I Per 31
Desember 2024 dan 31 Desember 2023 ... C.141

C.70 Rincian Saldo Aset Lainnya Per Akun Per 31
Desember 2024 dan 31 Desember 2023 ... C.142

C.71 Ringkasan Mutasi Kemitraan Dengan Pihak
Ketiga Per Jenis Transaksi Per 31 Desember
2024 e C.144

C.72 Rincian Saldo Aset Tak Berwujud Per Akun
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember
2023 C.145
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Tabel Judul Hal.

C.73  Daftar Rinci Aset Tak Berwujud Per Akun Per
31 Desember 2024 C.146

C.74 Ringkasan Mutasi Aset Tak Berwujud Per
Jenis Transaksi Per 31 Desember 2024 ... C.147

C.75 Rincian Saldo Aset Tak Berwujud Dalam
Pengerjaan Pada Masing-Masing Unit Eselon
I Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember
2023 C.150

C.76 Ringkasan Mutasi Aset Tak Berwujud Dalam
Pengerjaan Per Jenis Transaksi Per 31
Desember 2024 e C.151

C.77 Rincian Saldo Dana Yang Dibatasi
Penggunaannya Per Akun Per 31 Desember
2024 dan 31 Desember 2023 e C.153

C.78 Rincian Saldo Dana Rekening Penampungan-
K/L Pada Masing-Masing Unit Eselon I Per 31
Desember 2024 dan 31 Desember 2023 ... C.153

C.79 Ringkasan dan Mutasi Dana di Rekening
Penampuanan — K/L Pada Masing-Masing
Unit Eselon I Per 31 Desember 2024 . C.154

C.80 Ringkasan dan Mutasi Dana di Rekening
Penampungan — K/L Pada Masing-Masing
Unit Eselon I Per 9 Mei 2025 e C.160

C.81 Rincian Saldo Aset Lain-Lain Pada Masing-
Masing Unit Eselon I Per 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023 C.162

C.82 Rincian Aset Tetap Lain-Lain Per Golongan
Barang Per 31 Desember 2024 e C.166

C.83 Ringkasan Mutasi Aset Lain-Lain Per Jenis
Transaksi Per 31 Desember 2024 e C.166
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Tabel Judul Hal.

C.84 Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan dan
Amortisasi Aset Lainnya Per Akun Per 31
Desember 2024 dan 31 Desember 2023 ... C.169

C.85 Ringkasan Nilai Penyusutan dan Amortisasi
Aset Lainnya Per Akun Per Bidang Barang Per
31 Desember 2024 C.170

C.86 Rincian Saldo Kewajiban Jangka Pendek Per
Akun Per 31 Desember 2024 dan 31
Desember 2023 C.172

C.87 Rincian Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga Per
Akun Per 31 Desember 2024 dan 31
Desember 2023 C.173

C.88 Rincian Saldo Belanja Pegawai Yang Masih
Harus Dibayar Pada Masing-Masing Unit
Eselon I Per 31 Desember 2024 dan 31
Desember 2023 C.174

C.89 Rincian Saldo Belanja Barang Yang Masih
Harus Dibayar Pada Masing-Masing Unit
Eselon I Per 31 Desember 2024 dan 31
Desember 2023 C.179

C.90 Rincian Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga
BLU Pada Masing-Masing Unit Eselon I Per 31
Desember 2024 dan 31 Desember 2023 ... C.191

C.91 Rincian Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga
Lainnya Pada Masing-Masing Unit Eselon I
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember
2023 C.192

C.92 Rincian Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga
Terkait BAST RPATA Pada Masing-Masing
Unit Eselon I Per 31 Desember 2024 .. C.193

C.93 Rincian Saldo Dana Pihak Ketiga Pada
Masing-Masing Unit Eselon I Per 31
Desember 2024 dan 31 Desember 2023 ... C.193
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Tabel Judul Hal.

C.94 Rincian Saldo Dana Pihak Ketiga Pada
Masing-Masing Unit Eselon I Per 31
Desember 2024 dan 31 Desember 2023 ... C.194

C.95 Rincian Saldo Pendapatan Diterima Dimuka
Per Akun Per 31 Desember 2024 dan 31
Desember 2023 C.195

C.96 Rincian Pendapatan Sewa Diterima Dimuka
Pada Masing-Masing Unit Eselon I Per 31
Desember 2024 dan 31 Desember 2023 ... C.196

C.97 Rincian Saldo Pendapatan Bukan Pajak
Lainnya Diterima Dimuka Pada Masing-
Masing Unit Eselon I Per 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023 C.200

C.98 Rincian Saldo Pendapatan Diterima Dimuka
BLU Pada Masing-Masing Unit Eselon I Per 31
Desember 2024 dan 31 Desember 2023 ... C.201

C.99 Rincian Saldo Uang Muka KPPN Pada Masing-
Masing Eselon I Per 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023 C.203

C.100 Rincian Saldo Utang Jangka Panjang Lainnya
Per Akun Per 31 Desember 2024 dan 31
Desember 2023 C.203

C.101 Rincian Saldo Utang Panjang Bendahara
Pengeluaran Yang Belum Disetor Pada
Masing-Masing Unit Eselon I Per 31
Desember 2024 dan 31 Desember 2023 ... C.204
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Tabel
D.1

D.2

D.3

D.4

D.5

D.6

D.7

D.8

D.9

D.10

DAFTAR TABEL

LAPORAN OPERASIONAL

Judul

Rincian Pendapatan-LO Per 31 Desember
2024 dan 31 Desember 2023

Rincian Saldo Pendapatan Sumber Daya
Alam Per 31 Desember 2024 dan 31
Desember 2023

Perbedaan Saldo Pendapatan Sumber Daya
Alam Per 31 Desember 2024 pada LRA dan
LO

Rincian Perbedaan Saldo Pendapatan
Sumber Daya Alam Per 31 Desember 2024
pada LRA dan LO

Rincian Saldo Pendapatan Negara Bukan
Pajak Per 31 Desember 2024 dan 31
Desember 2023

Rincian Saldo Pendapatan Negara Bukan
Pajak Berdasarkan Unit Eselon I Per 31
Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Perbedaan Saldo PNBP Lainnya Per 31
Desember 2024 pada LRA dan LO

Rincian Perbedaan Saldo PNBP Lainnya per
31 Desember 2024 pada LRA dan LO

Rincian Saldo Pendapatan Badan Layanan
Umum Per 31 Desember 2024 dan 31
Desember 2023

Rincian Saldo Pendapatan Badan Layanan
Umum Berdasarkan Unit Eselon I Per 31
Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Hal.
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Tabel Judul Hal.

D.11 Perbedaan Saldo PNBP Badan Layanan
Umum Per 31 Desember 2024 pada LRA dan
LO D.11

D.12 Rincian Perbedaan Saldo PNBP Badan
Layanan Umum Per 31 Desember 2024 pada
LRAdanLO e D.11

D.13 Rincian Beban Per 31 Desember 2024 dan 31
Desember 2023 D.12

D.14 Rincian Saldo Beban Per 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023 s D.13

D.15 Rincian Saldo Beban Pegawai Berdasarkan
Unit Eselon I Per 31 Desember 2024 dan 31
Desember 2023 D.14

D.16 Perbedaan Saldo Beban Pegawai Per 31
Desember 2024 pada LRAdan LO e D.16

D.17 Rincian Perbedaan Saldo Beban Pegawai Per
31 Desember 2024 pada LRAdan LO ... D.16

D.18 Rincian Saldo Beban Persediaan Per 31
Desember 2024 dan 31 Desember 2023 ..o D.17

D.19 Rincian Saldo Beban Berdasarkan Unit Eselon
I Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember
2023 D.17

D.20 Rincian Saldo Beban Barang dan Jasa Per 31
Desember 2024 dan 31 Desember 2023 ... D.18

D.21 Rincian Beban Barang dan Jasa Berdasarkan
Unit Eselon I Per 31 Desember 2024 dan 31
Desember 2023 e D.20

D.22 Perbedaan Saldo Beban Barang dan Jasa Per
31 Desember 2024 pada LRAdan LO i D.22
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Tabel Judul Hal.

D.23  Rincian Perbedaan Saldo Beban Barang dan
Jasa Per 31 Desember 2024 pada LRA dan
LO D.23

D.24 Rincian Saldo Beban Pemeliharaan Per 31
Desember 2024 dan 31 Desember 2023 oo D.23

D.25 Rincian Beban Pemeliharaan Berdasarkan
Unit Eselon I Per 31 Desember 2024 dan 31
Desember 2023 D.24

D.26 Perbedaan Saldo Beban Pemeliharaan Per 31
Desember 2024 pada LRAdan LO e D.25

D.27 Rincian Perbedaan Saldo Beban
Pemeliharaan per 31 Desember 2024 pada
LRAdan LO D.25

D.28 Rincian Saldo Beban Perjalanan Dinas Per 31
Desember 2024 dan 31 Desember 2023 ... D.26

D.29 Rincian Beban Perjalanan Dinas Berdasarkan
Unit Eselon I Per 31 Desember 2024 dan 31
Desember 2023 e D.27

D.30 Perbedaan Saldo Beban Perjalanan Dinas Per
31 Desember 2024 pada LRAdan LO ., D.27

D.31 Rincian Perbedaan Saldo Beban Perjalanan
Dinas Per 31 Desember 2024 pada LRA dan
LO D.28

D.32 Rincian Saldo Beban Barang untuk
Diserahkan Kepada Masyarakat Per 31
Desember 2024 dan 31 Desember 2023 ... D.28

D.33 Rincian Beban Barang untuk Diserahkan
Kepada Masyarakat Berdasarkan Unit Eselon
I Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember
2023 e D.29

D.34 Transaksi Beban Barang Untuk Diserahkan
Kepada Masyarakat s D.30
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Tabel Judul Hal.

D.35 Perbedaan Saldo Beban Barang untuk
Diserahkan Kepada Masyarakat Per 31
Desember 2024 pada LRAdan LO e D.31

D.36 Rincian Perbedaan Saldo Beban Barang
Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat per 31
Desember 2024 pada LRAdan LO s D.31

D.37 Rincian Saldo Beban Penyusutan dan
Amortisasi Per 31 Desember 2024 dan 31
Desember 2023 D.33

D.38 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Berdasarkan Unit Eselon I Per 31 Desember
2024 dan 31 Desember 2023 e D.34

D.39 Rincian Saldo Beban Penyisihan Piutang Tak
Tertagih Per 31 Desember 2024 dan 31
Desember 2023 s D.34

D.40 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak
Tertagih Berdasarkan Unit Eselon I Per 31
Desember 2024 dan 31 Desember 2023 ... D.35

D.41  Rincian Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non
Lancar Per 31 Desember 2024 dan 31
Desember 2023 e D.37

D.42 Rincian Saldo Beban Pendapatan Pelepasan
Aset Non Lancar Per 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023 s D.37

D.43 Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non
Lancar Berdasarkan Unit Eselon I Per 31
Desember 2024 dan 31 Desember 2023 ..o D.38

D.44 Rincian Beban Pelepasan Aset Non Lancar
Berdasarkan Unit Eselon I Per 31 Desember
2024 dan 31 Desember 2023 D.38

D.45 Rincian Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non
Operasional Lainnya Per 31 Desember 2024
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Tabel

D.46

D.47

D.48

D.49

D.50

D.51

Judul
dan 31 Desember 2023

Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non
Operasional Lainnya Per 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023

Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non
Operasional Lainnya Berdasarkan Unit Eselon
I Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember
2023

Rincian Saldo Beban dari Kegiatan Non
Operasonal Lainnya Per 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023

Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional
Lainnya Berdasarkan Unit Eselon I Per 31
Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Rincian BAST Persediaan untuk Tinta/ 7oner

Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk
Tinta/ Toner
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DAFTAR TABEL
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Tabel Judul Hal.

E.1  Rincian Saldo Awal Ekuitas pada Masing-
Masing Eselon I per 1 Januari 2024 dan 1 .........ccccceeeiviieecieeee, E.1
Januari 2023

E.2  Perbandingan Nilai Ekuitas Awal per 1
Januari 2024 dan 1 Januari 2023 L E.l

E.3  Perbandingan Surplus/Defisit LO per 31
Desember 2024 dan 31 Desember 2023 ..o, E.2

E.4 Rincian Saldo Koreksi Nilai Persediaan pada
Masing-Masing Unit Eselon I per 31
Desember 2024 dan 31 Desember 2023 ... E.3

E.5 Rincian Saldo Koreksi atas Reklasifikasi pada
Masing-Masing Unit Eselon I per 31
Desember 2024 dan 31 Desember 2023 ... E.4

E.6 Rincian Saldo Koreksi Aset Non Revaluasi
pada Masing-Masing Unit Eselon I per 31
Desember 2024 dan 31 Desember 2023 e E.5

E.7  Rincian Saldo Koreksi Lain-Lain pada Masing-
Masing Unit Eselon I per 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023 E.7

E.8 Rincian Saldo Koreksi Lain-Lain per Satuan
Kerja pada Satkon dan Ditjen PKRL per 31
Desember 2024 dan 31 Desember 2023 ... E.7

E.9 Rincian Saldo Transaksi Antar Entitas per 31
Desember 2024 dan 31 Desember 2023 ... E.8

E.10 Rincian Saldo Transaksi Antar Entitas per
Unit Eselon I per 31 Desember 2024 dan 31
Desember 2023 E.9
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Tabel Judul Hal.

E.11 Rincian Saldo Diterima dari Entitas Lain Per
Unit Eselon I per 31 Desember 2024 dan 31
Desember 2023 E.9

E.12 Rincian Saldo Ditagihkan ke Entitas Lain Per
Unit Eselon I per 31 Desember 2024 dan 31
Desember 2023 s E.10

E.13 Rincian Saldo Transfer Keluar Transfer
Masuk Pada Masing-Masing Unit Eselon I per
31 Desember 2024 E.11

E.14 Rincian Saldo Transfer Keluar Transfer
Masuk dari Kementerian Lainnya pada
Masing-Masing Eselon I per 31 Desember .........ccccooiiiiiininns E.12
2024
E.15 Rincian Saldo Pengesahan Hibah Langsung
pada Masing-Masing Unit Eselon I Per 31
Desember 2024 dan 31 Desember 2023 ... E.14

E.16 Perbandingan Saldo Ekuitas Akhir per 31
Desember 2024 dan 31 Desember 2023 ... E.17

E.17 Rincian Saldo Ekuitas Akhir pada Masing-
Masing Unit Eselon I per 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023 s E.17
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DAFTAR TABEL
PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

Tabel Judul Hal.
F.1  Ringkasan Pagu dan Realisasi Pinjaman

Luar Negeri Tahun 2024 e F.5

F.2  Ikhtisar Laporan Keuangan BLU KKP Per 31
Desember 2024 F.11

F.3  Rincian Penyelesaian atas Rekomendasi
Hasil Monev PPK BLU pada BLU LPMUKP
Per 31 Desember 2024 s F.14

F.4  Rincian Penyelesaian Rekomendasi atas
Hasil Monev PPK BLU Per 31 Desember oo F.16
2024

F.5 Data Optimalisasi Penagihan yang Dilakukan
LPMUKP Tahun 2024 e F.21

F.6  Perhitungan Dana Bergulir Diragukan

Tertagih 2024 Berdasarkan Kolektibilitas ..o F.24
F.7  Sisa BBM pada Kapal Pengawas Tahun 2024 ............ccccceeviieeieennne F.27
F.8 KIJAOS Sabang Tahun 2024 e F.39
F.9  KJA OS Pangandaran Tahun 2024 ... F.39
F.10 KJA OS Karimunjawa Tahun 2024 ..., F.40

F.11 Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran
Prioritas Nasional II F.44

F.12 Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran
Prioritas Nasional III F.45

F.13  Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran
Prioritas Nasional IV~ F.46

F.14 Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran
Prioritas Nasional VI F.46
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Tabel Judul Hal.

F.15 Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran
Prioritas Nasional VII F.49

F.16  Utang kepada Kementerian Kelautan dan
Perikanan Tahun 2024 F.51

F.17 Pengungkapan Aset Tetap yang Diperoleh
dari Modalitas Pembiayaan Syariah IsDB ..., F.52
Tahun 2024

F.18 Rincian Aset Belanja Modal dari Pembiayaan
Syariah IsDB Tahun 2024 e F.52
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DAFTAR GAMBAR
PENJELASAN UMUM

Gambar Judul Hal.

Al Struktur Organisasi Kementerian Kelautan
dan Perikanan A.7

A.2 Visi dan Misi Kementerian Kelautan dan
Perikanan Tahun 2020-2024
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DAFTAR GAMBAR
LAPORAN OPERASIONAL

Gambar Judul Hal.

D.1 Tangkapan Layar MonSAKTI atas Transaksi
Persediaan @ D.44

Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan TA 2024 Audited



daftar

lampiran

LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TA 2024

audited




No

Lampiran 1

Lampiran 2

Lampiran 3

Lampiran 4
Lampiran 5
Lampiran 6
Lampiran 7
Lampiran 8
Lampiran 9
Lampiran 10

Lampiran 11

Lampiran 12

Lampiran 13

Lampiran 14

Lampiran 15

DAFTAR LAMPIRAN

Judul

Daftar Rekening Pemerintah di Lingkungan KKP TA 2024

Daftar Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan di Lingkungan KKP
TA 2024

Daftar Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan di Lingkungan KKP
TA 2024

Data Permasalahan Hukum di Lingkungan KKP TA 2024

Daftar Piutang Negara di Lingkungan KKP TA 2024

Daftar Pejabat Pengelola Keuangan di Lingkungan KKP TA 2024
Ikhtisar Laporan Keuangan Pinjaman Luar Negeri TA 2024

Ikhtisar Laporan Keuangan Hibah Luar Negeri TA 2024

Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI

Penyelesaian Kerugian Negara pada Satuan Kerja Lingkup KKP
Rincian Pengesahan Belanja dari Rekening Rupiah per Fase Per 31
Desember 2024 (rekening koran)

Rincian Penyetoran Pajak pada Badan Penyuluhan dan
Pengemebangan SDM KP Per 13 Januari 2025

Rekapitulasi Entitas Akuntansi yang Dilikuidasi di Lingkungan KKP
Tahun 2024

Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Prioritas Nasional |

Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Tahun 2024
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RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024
Audited ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor
71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan
kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan perbandingan antara anggaran dengan
realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama
periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.
Realisasi Pendapatan Negara bersih sampai dengan 31 Desember 2024 adalah
berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp2.208.325.020.038,00 atau
mencapai 49,30% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar
Rp4.479.533.695.000,00 Sedangkan Realisasi Belanja Negara Bersih sampai
dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp6.299.997.586.481,00 atau
mencapai  86,92% dari alokasi anggaran setelah revisi sebesar
Rp7.248.311.610.000

2. NERACA
Neraca menyajikan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan
ekuitas per 31 Desember 2024. Nilai Aset per 31 Desember 2024 disajikan
sebesar Rp25.325.030.197.249,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar
Rp696.230.937.761,00; Aset Tetap (netto) sebesar Rp23.377.116.399.469,00;
Properti Investasi sebesar Rp817.060.407.609,00; Piutang Jangka Panjang
(netto) sebesar Rp100.864.137.988,00; dan Aset Lainnya (netto) sebesar
Rp333.758.314.422,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar
Rp104.869.850.410,00 dan Rp25.220.160.346.839,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL
Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban,
surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional,
surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO,
yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO sampai dengan 31

Desember 2024 adalah sebesar Rp2.207.976.788.689,00 sedangkan jumlah
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Beban Operasional adalah sebesar Rp6.629.592.600.166,00; sehingga terdapat
defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp4.421.615.811.477,00.
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar  surplus
Rp71.402.185.380,00; Dengan demikian, entitas mengalami Defisit-LO sebesar
Rp4.350.213.626.097,00.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan
ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas
awal pada tanggal 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp25.529.221.392.262,00
ditambah Defisit-LO sebesar Rp4.350.213.626.097,00 kemudian ditambah
dengan koreksi-koreksi yang mengurangi ekuitas sebesar
Rp25.028.983.106,00 dan Transaksi Antar Entitas senilai
Rp4.066.181.563.780,00 sehingga ekuitas akhir per 31 Desember 2024 adalah
sebesar Rp25.220.160.346.839,00.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang
penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan
dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan
Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi
yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta
pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang
wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir
sampai dengan 31 Desember 2024, disusun dan disajikan berdasarkan basis
kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas
sampai dengan 31 Desember 2024, disusun dan disajikan dengan

menggunakan basis akrual.
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I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)
URAIAN CATATAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023
Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi %

PENDAPATAN B.1

Penerimaan Negara B.1.1 4.479.533.695.000 | 2.208.325.020.038 | 49,30 | 4.088.397.446.000 | 1.699.152.504.614 | 41,56
Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan 4.479.533.695.000 | 2.208.325.020.038 | 49,30 | 4.088.397.446.000 | 1.699.152.504.614 | 41,56
BELANJA B.2

1. | Belanja Pegawai B.2.1 1.899.944.432.000 | 1.891.758.893.702 | 99,57 | 1.801.000.979.000 | 1.777.377.905.274 | 98,69
2. | Belanja Barang B.2.2 4.469.224.914.000 | 3.885.910.376.345 | 86,95 | 3.970.968.474.000 | 3.879.529.145.356 | 97,70
3. | Belanja Modal B.2.3 879.142.264.000 522.328.316.434 | 59,41 683.310.692.000 678.688.874.687 | 99,32
Jumlah Belanja Netto 7.248.311.610.000 | 6.299.997.586.481 | 86,92 | 6.455.280.145.000 | 6.335.595.925.317 | 98,15

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Laporan Keuangan

Jakarta, 19 Mei 2025
Menteri Kelautan dan Perikanan

_ Ditandatangani
ﬁ:"' Secara Elektronik
&
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II. NERACA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)
URAIAN 31 Des 2024 31 Des 2023
ASET
ASET LANCAR C1
Kas di Bendahara Pengeluaran C.1.1 215.583.279 206.500
Kas di Bendahara Penerimaan C1.2 0 81.395.000
Kas Lainnya dan Setara Kas C13 247.271.846.142 481.649.921.126
Kas pada Badan Layanan Umum C14 210.657.196.390 30.779.421.970
Investasi Jangka Pendek- Badan Layanan Umum C15 23.450.000.000 110.950.000.000
Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) C16 853.731.100 1.856.560.265
Pendapatan yang Masih Harus Diterima c17 21.667.904.525 23.106.014.631
Piutang Bukan Pajak C.1.8 58.098.228.477 47.500.916.438
Egjrz(lsman Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan C19 (37.330.326.609) (36.242.472.804)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO) 20.767.901.868 11.258.443.634
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi €110 105.339.479 0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti C1.11 (526.698) 0
Rugi
BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI 104.812.781 0
(NETTO)
Elrtrjltjrr;g dari kegiatan Operasional Badan Layanan C112 40.334.387 105 08 745.692.709
Penylsman P|utapg Tidak Tertagih - Piutang dari c113 (28.682.135.319) (20.423.296.818)
Kegiatan Operasional BLU
PIUTANG DARI KEGIATAN OPERASIONAL BLU 11.652.251.786 8.322.395.891
(NETTO)
Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan C.114 19.780.175 35235.000
Layanan Umum
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari
Kegiatan Non Operasional BLU C1.15 (98.901) (35.235.000)
PIUTANG DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL
BLU (NETTO) 19.681.274 0
Persediaan C.1.16 159.570.028.616 91.244.601.839
JUMLAH ASET LANCAR 696.230.937.761 759.248.960.856
ASET TETAP C.2
Tanah C.2.1 15.853.798.190.884 | 16.011.305.715.663
Peralatan dan Mesin C22 6.284.712.692.903 | 6.522.510.838.685
Gedung dan Bangunan C.23 5.261.675.168.922 | 5.302.979.449.379
Jalan, Irigasi dan Jaringan C24 4.053.129.578.585 | 3.924.815.114.324
Aset Tetap Lainnya C.25 211.154.575.775 226.854.882.066
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URAIAN 31 Des 2024 31 Des 2023
Konstruksi Dalam Pengerjaan C.26 183.735.627.793 91.116.357.351
Akumulasi Penyusutan C27 (8.471.089.435.393) | (8.176.775.149.955)
JUMLAH ASET TETAP 23.377.116.399.469 | 23.902.807.207.513
Properti Investasi C.3
Properti Investasi C.3.1 898.573.434.043 477.778.353.020
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi C32 (81.513.026.434) (67,013,812,119)
JUMLAH PROPERTI INVESTASI 817.060.407.609 410,764,540,901
PIUTANG JANGKA PANJANG c4
Zi:rt]?ingl;?gihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan CA41 516.201.823 201.014 544
Tuntan Perbendaharaan Tunttan Gant Rug C42 (158621431) | (157.061.749
'cr;aa%ltl?al\?nu;?mzt#(;erbendaharaanﬂuntutan 357.580.392 43.962.799
Piutang Jangka Panjang lainnya C4.3 101.011.615.666 103.580.242.333
Egzjyalilgir;im;:ng Tidak Tertagih-Piutang Jangka C44 (505.058.070) (517.901.203)
PIUTANG JANGKA PANJANG LAINNYA (NETTO) 100.506.557.596 103.062.341.130
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG 100.864.137.988 103.106.303.929
ASET LAINNYA C.5
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga C.51 103.876.004.000 214.231.398.172
Aset Tak Berwujud C.5.2 256.859.024.246 234.921.980.781
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan C53 235.822.950 2.745.000
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya C54 78.880.988.327 32.493.421.582
Aset Lain-lain C.5.5 390.301.200.894 443.267.346.082
Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya C56 (496.394.725.995) | (505.938.982.710)
JUMLAH ASET LAINNYA 333.758.314.422 418.977.908.907
JUMLAH ASET 25.325.030.197.249 | 25.594.904.922.106
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK C.6
Utang kepada Pihak Ketiga C.6.1 94.174.913.102 47.165.904.471
Hibah Yang Belum Disahkan C6.2 0 8.820.342.608
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan C.6.3 44.885.401 144.463.282
Pendapatan Diterima Dimuka Cb64 10.255.464.006 9.518.380.902
Uang Muka dari KPPN C.6.5 215.583.279 206.500
Utang Jangka Pendek Lainnya C.6.6 179.004.622 34.232.081
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 104.869.850.410 65.683.529.844
JUMLAH KEWAJIBAN 104.869.850.410 65.683.529.844
EKUITAS c.7
Ekuitas C.71 25.220.160.346.839 | 25.529.221.392.262
JUMLAH EKUITAS 25.220.160.346.839 | 25.529.221.392.262
JUMLAH EKUITAS 25.220.160.346.839 | 25.529.221.392.262
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 25.325.030.197.249 | 25.594.904.922.106
xLi
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Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Laporan Keuangan

Jakarta, 19 Mei 2025
Menteri Kelautan dan Perikanan

. Ditandatangani
i Secara Elektronik
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I1I. LAPORAN OPERASIONAL

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023
(Dalam Rupiah)
URAIAN CATATAN 31 Des 2024 31 Des 2023
KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN D.1
Pendapatan Sumber Daya Alam D.1.1 954.494.968.076 637.161.520.387
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya D.1.2 1.060.883.227.384 1.043.563.997.110
Pendapatan Badan Layanan Umum D.1.3 192.598.593.229
JUMLAH PENDAPATAN 2.207.976.788.689 1.680.725.517.497
BEBAN D.2
Beban Pegawai D.2.1 1.912.227.733.739 1.800.393.474.514
Beban Persediaan D.2.2 147.530.974.235 179.045.299.672
Beban Barang dan Jasa D.2.3 2.009.908.942.375 1.931.232.862.440
Beban Pemeliharaan D24 341.035.450.066 359.522.125.975
Beban Perjalanan Dinas D.25 835.505.791.460 875.495.745.766
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat D.2.6 619.256.772.699 615.716.271.822
Beban Penyusutan dan Amortisasi D.2.7 758.048.674.328 791.677.052.361
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih D.2.8 6.078.261.264 9.786.927.758
JUMLAH BEBAN 6.629.592.600.166 6.562.869.760.308
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL D.3 (4.421.615.811.477) (4.882.144.242.811)
KEGIATAN NON OPERASIONAL
Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar D.4 (114.278.615.674) (116.634.758.937)
E:i;p#;;/(DeﬁSit) dari Kegiatan Non Operasional D5 185.680.801.054 112.664.256.329
JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON 71.402.185.380 (3.970.502.608)
OPERASIONAL
SURPLUS/(DEFISIT) LO (4.350.213.626.097) (4.886.114.745.419)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Laporan Keuangan

Jakarta, 19 Mei 2025
Menteri Kelautan dan Perikanan
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IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)
Uraian CATATAN 31 Des 2024 31 Des 2023
EKUITAS AWAL E.1 25.529.221.392.262 25.420.240.996.441
SURPLUS/(DEFISIT) LO E2 (4.350.213.626.097) (4.886.114.745.419)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN
KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN
MENDASAR
Egﬁﬁf@' YANG MENAMBAHMENGURANGI E3 (25.028.983.106) (52.349.387.566)
Koreksi Nilai Persediaan E.3.1 44.567.008.171 5.160.560.702
Koreksi Atas Reklasifikasi E3.2 360.018.554 11.717.276.630
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi E33 (64.588.272.232) (28.047.097.088)
Koreksi Lain-Lain E.34 (5.367.737.599) 7.424.453.146
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS E4 4.066.181.563.780 4.942.745.753.674
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS (309.061.045.423) 108.980.395.821
EKUITAS AKHIR ES5 25.220.160.346.839 25.529.221.392.262

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Laporan Keuangan

Jakarta, 19 Mei 2025
Menteri Kelautan dan Perikanan

. Ditandatangani
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CaLK Penjelasan Umum

A. PENJELASAN UMUM

A1l
Profil

Profil Kementerian Kelautan dan Perikanan

Sejak era reformasi bergulir di tengah percaturan politik
Indonesia, sejak itu pula perubahan kehidupan mendasar berkembang di
hampir seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti
merebaknya beragam krisis yang melanda Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Salah satunya adalah berkaitan dengan orientasi
pembangunan. Pada masa Orde Baru, orientasi pembangunan masih
terkonsentrasi pada wilayah daratan.

Sektor kelautan dapat dikatakan hampir tak tersentuh, meski
kenyataannya sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh
Indonesia sangat beragam, baik jenis dan potensinya. Potensi sumber
daya tersebut terdiri dari sumber daya yang dapat diperbaharui seperti
sumber daya perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya laut
dan pantai, energi non konvensional dan energi serta sumber daya yang
tidak dapat diperbaharui seperti sumber daya minyak dan gas bumi dan
berbagai jenis mineral. Selain dua jenis sumber daya tersebut, juga
terdapat berbagai macam jasa lingkungan lautan yang dapat
dikembangkan untuk pembangunan kelautan dan perikanan seperti
pariwisata bahari, industri maritim, jasa angkutan dan sebagainya.

Besarnya potensi sumber daya kelautan dan perikanan tersebut
mendasari Presiden Abdurrahman Wahid dengan Keputusan Presiden
No0.355/M Tahun 1999 tanggal 26 Oktober 1999 dalam Kabinet Periode
1999-2004 mengangkat Ir. Sarwono Kusumaatmaja sebagai Menteri
Eksplorasi Laut. Selanjutnya pengangkatan tersebut diikuti dengan
pembentukan Departemen Eksplorasi Laut (DEL) beserta rincian tugas
dan fungsinya melalui Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999
tanggal 10 November 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Departemen. Ternyata penggunaan
nomenklatur DEL tidak berlangsung lama karena berdasarkan usulan

DPR dan berbagai pihak, telah dilakukan perubahan penyebutan dari
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CaLK Penjelasan Umum

Menteri Eksplorasi Laut menjadi Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 145 Tahun 1999 tanggal 1
Desember 1999.

Perubahan ini ditindaklanjuti dengan penggantian nomenklatur

DEL menjadi Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan (DELP) melalui

Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 1999 tanggal 1 Desember 1999.

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden

Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi
Kementerian Negara, Nomenklatur Departemen Kelautan dan Perikanan
berubah menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Terbentuknya Kementerian Kelautan dan Perikanan pada dasarnya
merupakan sebuah tantangan, sekaligus peluang bagi pengembangan
sektor kelautan dan perikanan Indonesia. KKP diharapkan mampu
menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu sektor
andalan yang dapat mengantarkan Bangsa Indonesia keluar dari krisis
ekonomi yang berkepanjangan. Setidaknya ada beberapa alasan pokok
yang mendasarinya:

Pertama, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah pulau
17.508 dan garis pantai sepanjang 81.000 km tidak hanya
sebagai negara kepulauan terbesar di dunia tetapi juga
menyimpan kekayaan sumber daya alam laut yang besar dan
belum dimanfaatkan secara optimal.

Kedua, selama beberapa dasawarsa, pembangunan di negara ini
lebih berorientasi pada sektor yang ada di darat,
mengakibatkan sumber daya daratan terkuras. Oleh karena
itu wajar jika sumberdaya laut dan perikanan tumbuh ke
depan.

Ketiga, dikaitkan dengan laju pertumbuhan penduduk serta
meningkatnya kesadaran manusia terhadap arti penting
produk perikanan dan kelautan bagi kesehatan dan

kecerdasan manusia, sangat diyakini masih dapat
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CaLK Penjelasan Umum

meningkatkan produk perikanan dan kelautan di masa
datang.

Keempat, kawasan pesisir dan lautan yang dinamis tidak hanya
memiliki potensi sumber daya, tetapi juga memiliki potensi
bagi pengembangan berbagai aktivitas pembangunan yang
bersifat ekstrasi seperti industri, pemukiman, konservasi

dan sebagainya.

Setelah mengalami beberapa kali perubahan, susunan organisasi
KKP sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 5 Tahun 2024, tanggal 23 Februari 2024 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat
perubahan struktur organisasi unit kerja eselon II di lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal, dipimpin oleh Sekretaris Jenderal, berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri mempunyai tugas
menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan
pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur
organisasi di lingkungan KKP. Susunan organisasi Setjen terdiri
dari: Biro Perencanaan; Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi; Biro Hukum;
Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri; Biro
Umum dan Pengadaan Barang/Jasa; Pusat Data, Statistik dan
Informasi, serta kelompok jabatan fungsional.

2. Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut,
dipimpin oleh Direktur Jenderal, berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Menteri, memiliki tugas menyelenggarakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan
kelautan dan ruang laut, serta perlindungan lingkungan laut.
Susunan organisasi Ditjen PKRL terdiri atas: Sekretariat Direktorat
Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut; Direktorat

Penataan Ruang Laut; Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan
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Pulau-Pulau Kecil; Direktorat Jasa Kelautan; Direktorat Konservasi
Ekosistem dan Biota Perairan; dan kelompok jabatan fungsional.
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, dipimpin oleh Direktur
Jenderal, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri,
mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap. Susunan
organisasi DJPT terdiri atas: Sekretariat Direktorat Jenderal
Perikanan Tangkap; Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan;
Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan; Direktorat
Kepelabuhanan Perikanan; Direktorat Perizinan dan Kenelayanan;
dan kelompok jabatan fungsional.

Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, dipimpin oleh Direktur
Jenderal, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri,
mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budi daya. Susunan
organisasi terdiri atas: Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan
Budi Daya; Direktorat Ikan Air Tawar; Direktorat Ikan Air Payau;
Direktorat Ikan Air Laut; Direktorat Rumput Laut; dan kelompok
jabatan fungsional.

Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan
Perikanan, dipimpin oleh Direktur Jenderal, berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Menteri, mempunyai tugas
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di
bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.
Susunan organisasi terdiri atas: Sekretariat Direktorat Jenderal
Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan; Direktorat
Logistik; Direktorat Pemberdayaan Usaha; Direktorat Pengolahan;
Direktorat Pemasaran; dan kelompok jabatan fungsional.
Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan, dipimpin oleh Direktur Jenderal, berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Menteri, mempunyai tugas

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di
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bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan
perikanan. Susunan organisasi terdiri atas: Sekretariat Direktur
Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
Direktorat Pengendalian Operasi Armada; Direktorat Pengawasan
Sumber Daya Kelautan; Direktorat Pengawasan Sumber Daya
Perikanan; Direktorat Penanganan Pelanggaran; dan kelompok
jabatan fungsional.

Inspektorat Jenderal, dipimpin oleh Inspektur Jenderal, berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, mempunyai tugas
menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan. Susunan organisasi Itjen terdiri dari:
Sekretariat Inspektorat Jenderal; Inspektorat I; Inspektorat II;
Inspektorat III; Inspektorat IV; Inspektorat V; dan kelompok
jabatan fungsional.

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan, dipimpin oleh Kepala Badan, berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, mempunyai tugas
menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya
manusia kelautan dan perikanan. Susunan organisasi terdiri atas:
Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan; Pusat Penyuluhan Kelautan dan
Perikanan; Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan; Pusat
Pelatihan Kelautan dan Perikanan; dan kelompok jabatan
fungsional.

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan, dipimpin oleh Kepala Badan, berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Menteri, mempunyai tugas
menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan
keamanan hasil kelautan dan perikanan. Susunan organisasi terdiri
atas: Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil
Kelautan dan Perikanan; Pusat Manajemen Mutu; Pusat

Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer; Pusat
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10.

11.

12.

13.

Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen; dan kelompok
jabatan fungsional.
Staf Ahli, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri
dan secara administrative dikoordinasikan oleh Sekretaris
Jenderal. Staf Ahli terdiri atas:
a) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
b) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan
Antarlembaga; dan
c) Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut.
Pusat Data, Statistik, dan Informasi, dipimpin oleh Kepala Pusat,
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui
Sekretaris Jenderal, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi
pengelolaan dan penyediaan data dan statistic, pengembangan
aplikasi sistem informasi, dan infrastruktur teknologi informasi,
serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Susunan organisasi
Pusat Data, Statistik, dan Informasi terdiri atas kelompok jabatan
fungsional dan jabatan pelaksana.
Pusat Kebijakan Strategis, dipimpin oleh Kepala Pusat, berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris
Jenderal, mempunyai tugas melaksanakan analisis kebijakan
strategis di bidang kelautan dan perikanan. Susunan organisasi
Pusat Data, Statistik, dan Informasi terdiri atas kelompok jabatan
fungsional dan jabatan pelaksana.
Kelompok Jabatan Fungsional, berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan
tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat
administrator, atas pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan
dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional, memiliki tugas
memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada

keahlian dan keterampilan.
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14. Unit Pelaksana Teknis, melaksanakan tugas teknis operasional
dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan.

Struktur organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat

digambarkan sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Struktur Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan

e LrMamascATa | Pan 0 MENTER!
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Gambar A.1 Struktur Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/07/M.LB.01/2017 tanggal 11
Januari 2017, selain struktur organisasi di atas, KKP juga mempunyai
satuan Kkerja (Satker) non struktural yaitu Badan Layanan Umum
Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU
LPMUKP). Menurut PermenKP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Organisasi
dan Tata Kerja LPMUKP, pada Pasal 1, disebutkan bahwa lembaga ini di
bawah Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Sekretaris Jenderal yang
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir yang
berpendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sektor

kelautan dan perikanan.
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Kemudian pada tanggal 29 Desember 2021, Menteri Keuangan
menetapkan dua Satker BPPSDMKP, yaitu Politeknik Kelautan dan
Perikanan (Politeknik KP) Sidoarjo dan Balai Pelatihan dan Penyuluhan
Perikanan (BPPP) Tegal sebagai Badan Layanan Umum berdasarkan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 526/KMK.05/2021 tentang
Penetapan BPPP Tegal dan Politeknik KP Sidoarjo pada Kementerian
Kelautan dan Perikanan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Dengan
ditetapkannya satuan kerja pada BRSDMKP menjadi BLU merupakan
salah satu bentuk dukungan dalam mengakselerasi tiga program
prioritas KKP, khususnya melalui pengembangan SDM, yaitu pendidikan,
pelatihan, dan penyuluhan. KKP telah menetapkan tiga program prioritas
yaitu kebijakan penangkapan ikan terukur, pengembangan kampung
budidaya berbasis komoditas ekspor, dan pembangunan kampung
perikanan budidaya berbasis kearifan lokal serta Kampung Nelayan
Maju.

Pada Tahun 2023, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 163 Tahun 2023 tanggal 10 Mei 2023, Menteri Keuangan telah
menetapkan 3 (tiga) Satker di Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya yaitu
Balai Budidaya Air Payau Jepara, Balai Perikanan Budidaya Air Payau
Situbondo, dan Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya
Karawang sebagai bagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
tersebut, maka Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau J]epara
diarahkan untuk dapat menjadi salah satu Pusat Pelayanan Produksi
Perikanan Budidaya Air Payau yang cepat, efisien, ramah, inovatif dan
akuntabel, sedangkan Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo
diarahkan untuk dapat menjadi salah satu pusat pelayanan produksi
perikanan budidaya air payau yang berkelanjutan, dan Balai Layanan
Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang diarahkan menjadi salah

satu pusat pelayanan usaha produksi perikanan budidaya yang
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Kebijakan
Penetapan
Strategis

berkelanjutan baik komoditas air tawar, pesisir (payau) maupun laut.

RPJMN 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan
Presiden Nomor 18 Tahun 2020 merupakan tahapan terakhir dari
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025
sehingga menjadi sangat penting dan merupakan titik tolak dalam
mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. RPJMN
2020-2024 juga menjadi pedoman bagi setiap Kementerian/Lembaga
(K/L), termasuk KKP dalam menyusun Renstra K/L 2020-2024.

RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian indikator
pembangunan dalam RPJPN, dimana ditargetkan pendapatan perkapita
Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-
negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income country)
yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia,
layanan publik, dan kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Visi Presiden
periode 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025 yaitu
“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan
dalam sembilan Misi yaitu:

1. peningkatan kualitas manusia Indonesia;
struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
pembangunan yang merata dan berkeadilan;
mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;

kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;

A T o

penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan
terpercaya;
7. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman
pada seluruh bangsa;
8. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.
Presiden menetapkan lima arahan utama sebagai strategi dalam
pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian Visi Indonesia 2045. Kelima

arahan tersebut mencakup pembangunan sumber daya manusia,
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pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan
birokrasi, dan transformasi ekonomi. Kelima arahan utama Presiden
tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tujuh agenda
pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024.
Tujuh agenda pembangunan nasional tersebut, terdiri dari:
1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang
berkualitas dan berkeadilan;
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan
menjamin pemerataan;
3. meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya
saing;
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan
ekonomi dan pelayanan dasar;
6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana,
dan perubahan iklim; dan
7. memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan
kemananan, dan transformasi pelayanan publik.
Untuk itu, pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-
2024 akan menjabarkan agenda pembangunan nasional dan arahan-
arahan Presiden tersebut kedalam program-program pembangunan
antara lain untuk kesejahteraan masyarakat, penyerapan lapangan
pekerjaan, dan peningkatan devisa negara. Pada tahun 2023, KKP telah
menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36
Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Kelautan dan
Perikanan Tahun 2023, dimana indikator kinerja utama tersebut terbagi
dalam 8 (Delapan) Sasaran Strategis dalam rangka mendukung
pelaksanaan visi dan misi pembangunan kelautan dan perikanan.
Untuk itu hasil pelaksanaan pembangunan kelautan dan
perikanan perlu disampaikan kepada seluruh masyarakat untuk
mendapatkan saran dan masukan sehingga pengelolaan sumber daya

kelautan dan perikanan secara berkelanjutan dapat terwujud. Adapun 8
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A.2

Rencana
Strategis KKP
2020-2024

Sasaran Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023
adalah sebagai berikut:
1. Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat;
2. Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan;
3. Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat;
4. Kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia kelautan dan
perikanan meningkat;
5. Tatakelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung
jawab;
6. Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing;
7. Pengawasan dan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan
efektif;
8. Reformasi Birokrasi KKP yang berkualitas.

Rencana Strategis KKP 2020-2024

Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 adalah
“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong".

Sebagai organisasi yang membantu presiden untuk urusan
kelautan dan perikanan, maka visi KKP tahun 2020-2024 ditetapkan

untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden.

Visi dan Misi KKP Tahun 2020-2024

Peningkaton Kualitor Manasla
Indonesio meloll Peningkaron
Dayo Saing 50M KP don

Meecapal Lingkungon Hidup Yong
Barkelanjuton melokl Peningkaton
Kok

Pengembongon Inovosl don Riset Sumber Dayo Kel
Keloutan don Perikanon . dan Perikanan
Visi
2020-2024
Strvkaur Ekonon Yong
Produksf, M@div!, don “Terwujudnyo Masyarakat Keloutan dan Pengeloloan Pemeriatahon
Serdoyo Salng melalut Perikonon yang Sejahtera dan Sumber Daya yang Bersih, Efeloif, dan

| Peningkatan Kontribusi Ekonomi Terpercaya melobi

loniton”
Solder Kelonton don Perenn " iowtan dan Packanan yang Berkelanjutan Peningkaton Tata Kelolo
terhadop Perekenomion ik mewujudion “Indonesiao Moju yang Pemerintahan di KKP
Nasional Berdoulot, Mandiri, don Berkepribadian,

berlondaskon Gotong Royong™

Gambar A.2 Visi dan Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun
2020-2024
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A3

Penyusunan
Laporan
Keuangan

Dalam rangka menjabarkan misi pembangunan kelautan dan

perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah:

1.

Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset

Kelautan dan Perikanan, dengan tujuan:

a. Meningkatnya kapasitas dan kompeten SDM kelautan dan
perikanan

b. Menguatnya inovasi dan riset kelautan dan perikanan

Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan

terhadap Perekonomian Nasional, dengan tujuan:

a. Optimasi pengelolaan sumber daya perikanan budidaya dan
perikanan tangkap

b. Meningkatnya mutu, daya saing, dan penguatan sistem logistik
hasil kelautan dan perikanan

c. Meningkatnya pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan
dan perikanan

d. Meningkatnya sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu,
keamana hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan dan

e. Optimalnya pengelolaan ruang laut

Peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan

tujuan optimalnya konservasi dan pengelolaan kerusakan pesisir dan

pulau-pulau kecil;

Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP, dengan tujuan

meningkatnya kinerja Reformasi Birokrasi KKP.

Penyusunan Laporan Keuangan (LK)

LK Tahun 2024 Audited ini merupakan laporan yang mencakup
seluruh pengelolaan keuangan yang diselenggarakan oleh Kementerian
Kelautan dan Perikanan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI,
penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga untuk
seluruh jenjang Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan (UAKPA,
UAPPA-W, UAPPA-E1, dan UAPA) melalui Aplikasi SAKTL.
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Sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor S-95/PB/2025 tanggal 21 Maret 2025 hal Pelaksanaan Koreksi

Data/Transaksi dan Penyampaian LKKL Tahun 2024 dan surat edaran
Nomor B.385/S]/KU.510/V /2025 tanggal 2 Mei 2025 tentang Perubahan
atas Surat Edaran Nomor B.325/S]/KU.510/1V/2025 tentang Petunjuk

Teknis Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Tahun

Anggaran 2024 Audited di Lingkungan Kementerian Kelautan dan

Perikanan, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a.

Dalam rangka penyusunan LKKL Tahun 2024 Audited, K/L dapat
melakukan koreksi data/transaksi yang merupakan usulan koreksi
mandiri dan/atau hasil pemeriksaan BPK RI.

Kriteria koreksi data/transaksi LKKL Tahun 2024 Unaudited terdiri

dari:

- Koreksi data LKKL Tahun 2024 Unaudited yang mengakibatkan
perubahan data SPAN dan SAKTTI;

- Koreksi data LKKL Tahun 2024 Unaudited yang hanya
mengakibatkan perubahan data SAKTI;

- Koreksi data/transaksi RPATA TA 2024.

Pengaturan Kkoreksi data/transaksi tersebut agar mengikuti

ketentuan sebagaimana berikut:

- Koreksi data LKKL Tahun 2024 Unaudited yang mengakibatkan
perubahan data SPAN dan SAKTI dapat dilakukan sampai dengan
tanggal 6 Mei 2025;

- Koreksi data LKKL Tahun 2024 Unaudited yang hanya
mengakibatkan perubahan data SAKTI dapat dilakukan sampai
dengan batas akhir yang ditetapkan oleh masing-masing unit
konsolidator K/L dengan memperhatikan batas waktu
penyampaian LKKL Tahun 2024 Audited;

- Seluruh koreksi data/transaksi LKKL Tahun 2024 Unaudited
harus dikomunikasikan dan disetujui oleh Tim Pemeriksa BPK RI

pada masing-masing K/L.
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d. Laporan Keuangan beserta lampiran dan dokumen pendukung

disampaikan dalam bentuk softcopy paling lambat sebagai berikut:

No

Unit Akuntansi
Pengirim

Dokumen Pendukung

Unit Akuntansi
Penerima

Batas
Penyampaian
Laporan

UAKPA/B

o oo o

o

Rekapitulasi dokumen pendukung
sebagaimana dimaksud;

Ikhtisar PHLN (jika ada);

Catatan Hasil Reviu;

Telaah LK;

Laporan Keuangan Pinjaman Luar
Negeri (Jika ada);

Laporan Barang Milik Negara.

UAPPA/B-W

3 Mei 2025

UAPPA/BE-1

UAKPA/B yang
menerapkan pola
keuangan BLU

I

Rekapitulasi dokumen pendukung
sebagaimana dimaksud;

Catatan Hasil Reviu;

Telaah LK;

Laporan Barang Milik Negara.

UAPPA/B-W

UAPPA/BE-1

3 Mei 2025

UAPPA/B-W

w|leo o

o ao0o

o

Rekapitulasi dokumen pendukung
sebagaimana dimaksud;

Ikhtisar PHLN (jika ada);

Telaah LK;

Laporan Keuangan BLU;

Laporan Keuangan Pinjaman Luar
Negeri (Jika ada);

Laporan Barang Milik Negara.

UAPPA/B-E1

4 Mei 2025

UAPPA/B-E1

o

-0 a0 o

Rekapitulasi dokumen pendukung
sebagaimana dimaksud;

Ikhtisar PHLN (jika ada);

Catatan Hasil Reviu;

Telaah LK;

Laporan Keuangan BLU;

Laporan Keuangan Pinjaman Luar
Negeri (Jika ada);

Laporan Barang Milik Negara.

UAPA/B

5 Mei 2025

e. LK KKP Tahun 2024 Audited disampaikan kepada Menteri Keuangan

c.g. Direktur Jenderal Perbendaharaan paling lambat tanggal 9 Mei

2025.

f.  Penyusunan dan penyampaian LKKL Tahun 2024 Audited agar

memedomani hal-hal sebagai berikut:

- Seluruh satker wajib melakukan tutup periode 14 pada Aplikasi
SAKTI agar LKKL Tahun 2024 Audited yang dihasilkan Aplikasi
MonSAKTI dapat bersifat final;
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- Kementerian/Lembaga memastikan kesamaan penyajian data
antara dokumen softcopy LKKL Tahun 2024 Audited dengan data
pada Aplikasi MonSAKTI;

- Lembar muka/face masing-masing komponen LKKL serta
Pernyataan Tanggung Jawab/Statement of Responsibility (SOR)
ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Pejabat lain
yang bertindak selaku Pengguna Anggaran.

g. Tembusan Laporan Keuangan seluruh unit akuntansi di lingkungan

KKP kepada Kepala Biro Keuangan dan BMN disampaikan melalui e-

mail bagianakuntansi@kkp.go.id, kerjatim5.rokeukkp@gmail.com

dan pengelolaanbmn.kkp@gmail.com.
h. Laporan Keuangan KKP Tahun 2024 Audited disampaikan dalam

bentuk softcopy (dalam format .pdf) kepada Menteri Keuangan c.q.
Direktur Jenderal Perbendaharaan melalui alamat e-mail
bai.dit.apk.djpb@kemenkeu.go.id cc bai.dit.apk@gmail.com.
Penyampaian LK KKP Tahun 2024 Audited disertai dengan Surat

Pengantar yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang.

A.4 Basis Akuntansi

Basis
Akuntansi

Dalam penyelenggaraan akuntansi, Kementerian Kelautan dan
Perikanan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian
Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta
basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.
Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi
dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.
Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh
transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima
atau dibayar.

Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun

2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP berlaku untuk
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Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka menyusun
laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/ APBD dalam bentuk
Laporan Keuangan. SAP menganut basis kas untuk pengakuan dan
pengukuran pendapatan dan belanja, dan basis akrual untuk pengakuan
dan pengukuran aset, kewajiban, dan ekuitas. Kedua basis tersebut
dipilih untuk dapat menyusun laporan realisasi anggaran dengan
menggunakan basis kas dan untuk menyusun neraca dengan
menggunakan basis akrual. Selanjutnya, basis ini disebut dengan basis
kas menuju akrual (cash towards accrual). Periode inilah implementasi
basis akrual telah mendapatkan landasan teknis pelaksanaannya yang
tertuang dalam Lampiran I tentang SAP berbasis akrual yang harus
dilaksanakan selambat-lambatnya tahun 2015. Berdasarkan SAP maka
pemerintah pusat perlu menetapkan kebijakan akuntansi berbasis
akrual yang akan menjadi acuan dalam penyusunan laporan keuangan
pemerintah pusat.

Sejalan dengan berkembangnya kelembagaan di Kementerian
Kelautan dan Perikanan, terdapat Badan Layanan Umum yang
merupakan satuan kerja vertikal Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Dalam melaksanakan pembukuan, Badan Layanan Umum selaku UAKPA
berpedoman pada Peraturan Kementerian Keuangan Nomor
220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Badan Layanan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 42/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum. Laporan Keuangan
yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah
Berbasis Akrual Nomor 13 (PSAP 13) tentang Penyajian Laporan
Keuangan Badan Layanan Umum.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan

pemerintah adalah basis akrual. Dalam basis akrual ini, pendapatan
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A.5

Dasar
Pengukuran

diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi
walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara dan beban
diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai
kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari
Rekening Kas Umum Negara. Namun demikian, basis kas masih
digunakan dalam rangka penyusunan LRA sepanjang dokumen anggaran
disusun berdasarkan basis kas. Pengakuan pendapatan dan belanja
berbasis kas mengikuti aturan sebagaimana yang tertuang dalam IPSAP
Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang diterima pada Rekening
Kas Umum Negara/Daerah (Rekening KUN/D), sedangkan Pengakuan
Penerimaan Pembiayaan yang diterima pada Rekening KUN/D dan
Pengeluaran Pembiayaan yang dikeluarkan dari Rekening KUN/D

mengikuti pengaturan sebagaimana IPSAP Nomor 03.

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui
dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran
yang diterapkan di Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam
penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan
menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya
ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk
memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber
daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban
yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang
rupiah. Pendanaan yang berasal bukan dari rupiah murni dan transaksi
yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan

dinyatakan dalam mata uang rupiah.
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A.6

Kebijakan
Akuntansi

A6.1.

Pendapatan
LRA

Kebijakan Akuntansi
Penyusunan dan penyajian LK KKP Tahun 2024 Audited telah
mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan
akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-
konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih
oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan
keuangan. Kebijakan tersebut mencerminkan prinsip kehati-hatian dan
mencakup semua hal yang material dan sesuai dengan ketentuan dalam
PSAP. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan
keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengacu pada:
a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan;
b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang
Pelaksanaan Sistem SAKTI;
c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 Tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 Tentang

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.

Pendapatan-LRA

Merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan
informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer,
surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan
yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya.
Informasi dalam pendapatan-LRA berguna bagi para pengguna
laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-
sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan
terhadap anggaran.

Pendapatan-LRA merupakan semua penerimaan rekening kas
umum negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam
periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak

pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.
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A6.2.

Belanja

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas
bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak
mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan
pengeluaran). Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber
pendapatan PNBP.

Terkait dengan pengakuan pendapatan BLU diidentifikasi sebagai
berikut:
1) Timbulnya hak atas pendapatan untuk menagih
Sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai
diberikan dan/atau hak BLU untuk menagihkan beban tagihan
kepada alokasi APBN - DIPA Rupiah Murni berdasarkan
peraturan perundang-undangan.
2) Realisasi Pendapatan
Realisasi pendapatan BLU yang secara hak telah diterima

oleh BLU tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Belanja

Merupakan pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara
yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun
anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya
kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi
pengeluaran kas dari KUN.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran,
pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas
pengeluaran  tersebut disahkan oleh  Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN).

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja
dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Akuntansi belanja-LRA mencatat jumlah nettonya setelah

dikompensasikan dengan pengeluaran. Belanja-LRA disajikan
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menurut klasifikasi belanja pegawai, belanja barang dan belanja

modal.

A.6.3. Aset
Aset Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Properti
Investasi, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.
a. AsetLancar
Aset Lancar 1) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal.
Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan
menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal
neraca. Dalam hal terdapat perbedaan dengan nilai
sebelumnya maka diakui sebagai pendapatan/beban pada
Laporan Operasional.

2) Kas dan setara kas diakui pada saat memenuhi definisi kas
dan/atau setara kas dan penguasaan dan/atau kepemilikan
kas telah beralih kepada pemerintah.

3) Sedangkan untuk kas dan setara kas yang dikelola BLU diakui
sebagai berikut:

a) Nilai Kas dan Bank BLU, Kas dan Bank BLU Belum
Disahkan, Setara Kas BLU disajikan di Neraca pada pos
Aset Lancar sebagai Kas pada Badan Layanan Umum;

b) Nilai Kas Lainnya di BLU disajikan di Neraca pada pos
Aset Lancar sebagai Kas Lainnya pada Kementerian;

c) Nilai Kas di Bendahara Pengeluaran UP dan TUP disajikan
di Neraca pada pos Aset Lancar sebagai Kas di Bendahara
Pengeluaran.

4) Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga
disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam
bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal. Penyajian
Investasi BLU, sebagai berikut:

a) Pokok investasi BLU disajikan di Neraca pada pos Aset

Lancar sebagai Investasi Jangka Pendek;
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b) Hasil investasi berupa pendapatan bunga dan/atau bagi

hasil yang diterima secara kas disajikan di LRA dan LO
pada pos Pendapatan BLU Lainnya.

5) Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:

a) Piutang yang timbul dari Tuntutan

Perbendaharaan/Ganti Rugi, apabila telah timbul hak
yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab
Mutlak dan/atau diterbitkannya Surat Keputusan

Pembebanan Penggantian Kerugian;

b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila

terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan
didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan
hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa

diukur dengan andal;

c) Piutang yang timbul dari bukan pajak diakui apabila

d)

penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi

sampai dengan akhir periode laporan keuangan;

Piutang BLU diakui sebagai berikut:

(1) Piutang BLU atas layanan BLU diakui pada saat
tagihan layanan BLU atau penetapan Piutang BLU
terhadap layanan BLU yang belum dilunasi
berdasarkan dokumen tagihan layanan BLU atau
ketetapan piutang BLU atau yang dipersamakan;

(2) Piutang BLU atas kegiatan perikatan dan/atau
kerjasama diakui pada saat penetapan Piutang BLU
terhadap hak pendapatan yang belum diterima
setelah tanggal jatuh tempo berdasarkan perjanjian
atau dokumen yang dipersamakan;

(3) Piutang BLU atas penagihan penjualan angsuran,
tuntutan perbendaharaan, dan tuntutan ganti rugi
diakui pada saat penetapan penjualan

angsuran/tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti
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rugi berdasarkan surat ketetapan piutang penagihan
atau dokumen yang dipersamakan;

(4) Belanja dibayar di muka, uang muka belanja dan
piutang BLU atas perhitungan akuntansi diakui pada
saat akhir periode pelaporan keuangan berdasarkan

masing-masing buku pembantu piutangnya.

Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang
dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini
diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak
tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas
piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan
upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
Perhitungan penyisihan piutang sebagai berikut:

Tabel A.1
Perhitungan Penyisihan Piutang

Kualitas Piutang Uraian Penyisihan
Lancar Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh 0.5%
tempo
Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan 0
Az Lanzzs Pertama tidak dilakukan pelunasan U
. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan .
DIl Kedua tidak dilakukan pelunasan 2
Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan
Ketiga tidak dilakukan pelunasan 0
e Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan e
Piutang Negara/DJKN

6) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan

7)

Perbedaharaan/ Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo
12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai
Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA;

Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau
perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan
operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau
diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pengakuan pengukuran dan penyajian persediaan mengacu
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b.

Aset Tetap

pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor
231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Pusat dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor
37/PERMEN-KP/2023 tentang Penatausahaan Persediaan di
Lingkungan KKP, dimana barang yang pertama kali masuk
terlebih dahulu dianggap sebagai barang pertama kali keluar
fisrt in fisrt out (FIFO). Dengan metode ini saldo persediaan
dihitung berdasar harga perolehan masing-masing. Tujuan
penggantian metode penilaian persediaan dari harga
pembelian terakhir menjadi FIFO pada tahun 2021 adalah
untuk mendapatkan nilai persediaan yang lebih wajar.
Khusus untuk persediaan berupa biota, persediaan dicatat
menggunakan metode perpetual yaitu pencataan dilakukan
setiap terjadi mutasi/transaksi yang mempengaruhi
Persediaan. Selanjutnya pencatatan persediaan disesuaikan

dengan hasil opname fisik akhir periode.

Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa
manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam
kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
Aset tetap terdiri dari Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan
dan Mesin, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.
Aset tetap juga mencakup biaya-biaya atas pembangunan aset
tetap yang sampai dengan tanggal pelaporan sedang dalam proses
pengerjaan dan dilaporkan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan
(KDP). KDP dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan pada
saat proses perolehan aset tersebut telah selesai dan siap
digunakan.

Pengukuran suatu aset tetap memperhatikan kebijakan
pemerintah mengenai ketentuan nilai minimum kapitalisasi aset

tetap. Kapitalisasi BMN meliputi perolehan BMN berupa aset
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C.

Penyusutan
Aset Tetap

tetap hingga siap pakai dan/atau peningkatan kapasitas/ efisiensi
dan/atau penambahan masa manfaat, kecuali pengeluaran untuk
aset tetap lainnya berupa hewan, ikan, dan tanaman yang
digunakan dalam rangka tugas dan fungsi, Nilai satuan minimum
kapitalisasi aset tetap diterapkan untuk pengeluaran pengadaan
baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan,
reklasifikasi, renovasi, dan restorasi. Berdasarkan PMK Nomor
181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara,
mulai tahun anggaran 2018 nilai satuan minimum kapitalisasi
aset tetap sebagai berikut:
(1) sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah),

untuk:

(a). peralatan dan mesin; atau

(b). aset tetap renovasi peralatan dan mesin; dan
(2) sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima

juta rupiah), untuk:

(a). gedung dan bangunan; atau

(b). aset tetap renovasi gedung dan bangunan.

Penyusutan Aset Tetap

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan Lampiran I PSAP Nomor 07 tentang
Akuntansi Aset Tetap, Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya
perolehan Aset Tetap dikurangi Akumulasi
Penyusutan/Depresiasi (carrying amount). Pemerintah telah
menerapkan penyusutan Aset Tetap untuk seluruh entitas
akuntansi sebagaimana PMK Nomor 65/PMK.06/2017 tentang
Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas
Pemerintah Pusat. Penyusutan menggunakan metode garis lurus
tanpa nilai sisa dengan mengalokasikan nilai yang dapat
disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama

masa manfaatnya. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
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d.

Properti
Investasi

Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam
Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada

Entitas Pemerintah Pusat, masa manfaat Aset Tetap sebagai

berikut.
Tabel A.2

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin 2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan 10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi 5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modem) 4 tahun

Penyusutan Aset Tetap diakumulasikan setiap semester
dan disajikan dalam akun Akumulasi Penyusutan sebagai
pengurang nilai Aset Tetap di Neraca. Terhadap Aset Tetap yang
penyelesaian pengerjaannya melebihi dan atau melewati satu
periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai
tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai KDP sampai dengan
aset tersebut selesai dan siap untuk digunakan. KDP yang sudah
selesai dibuat atau dibangun dan telah siap untuk digunakan
harus segera direklasifikasikan ke salah satu akun yang sesuai

dalam pos aset tetap dimaksud.

Properti Investasi

Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan
pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau
keduanya, dan tidak untuk:

1) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh
masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang
atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau

2) dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat.

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:
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(a). Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan
mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset
properti investasi; dan

(b). Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat
diukur dengan andal.

Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya
perolehan. (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal
tersebut).

Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non
pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan
menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai
dengan cara sewa dan diklasiftkasikan sebagai properti investasi
yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui
pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai
kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui
sebagai liabilitas sesuai dengan ketentuan paragraf yang sama.

Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu
sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode
penyusutan sesuai dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap.
Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada
umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi
Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya
perolehan atau harga pertukaran.

Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan
berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil
revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan
keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika,

properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.
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Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai
wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi
dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas
pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti
investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi
penyusutan. Entitas dapat menyesuaikan masa manfaat atas
properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik
properti investasi tersebut.

Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika,
dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang
ditunjukkan dengan:

(a) dimulainya penggunaan properti investasi oleh entitas,
dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;

(b) dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual,
dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;

(c) berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau
entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi
properti investasi;

(d) dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari
persediaan menjadi properti investasi.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat
pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan
lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di
masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian
atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara
hasil netto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui
dalam Surplus/Defisit dalam periode terjadinya penghentian atau
pelepasan tersebut.

Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan

dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti
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investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi

tersebut diakui sebagai piutang.

Dalam hal penyajian Laporan Keuangan, properti investasi

diklasifikasikan dalam aset non lancar.

Entitas mengungkapkan:

(a).
(b).

().
(d).

(e).

(0.

dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai
tercatat (carrying amount);

metode penyusutan yang digunakan;

masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;

jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat
dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir
periode;

rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan
akhir periode, yang menunjukkan:

i. penambahan, pengungkapan terpisah untuk
penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan
penambahan pengeluaran setelahperolehan yang diakui
sebagai aset;

ii. penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;

iii. pelepasan;
iv. penyusutan;

v. alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang

digunakan sendiri; dan
vi. perubahan lain.
apabila entitas melakukan revaluasi atas properti investasi,
nilai wajar dari properti investasi yang menunjukkan hal-hal
sebagai berikut:

i. uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;

ii. dasar peraturan untuk menilai kembali properti
investasi;

iii. tanggal efektif penilaian kembalj;

iv. nilai tercatat sebelum revaluasi;
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(8).

(h).

0)-

(k).

v. jumlah penyesuaian atas nilai wajar;

vi. nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi.

apabila penilaian dilakukan secara bertahap, entitas perlu
mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;

apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit
dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan
properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri
dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam

kegiatan usaha sehari-hari;

. metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam

menentukan nilai wajar apabila entitas melakukan revaluasi
dari properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah
penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar
atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus
diungkapkan oleh entitas tersebut) karena sifat properti
tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat
diperbandingkan;
apabila entitas melakukan revaluasi dengan menggunakan
penilai independen, sejauh mana kualifikasi profesional yang
relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;
jumlah yang diakui dalam Surplus/Defisit untuk:
i. penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
ii. beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan
pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang
menghasilkan penghasilan rental selama periode
tersebut;
iii. beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan
pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang
tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa

selama periode tersebut.
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(I). kewajiban kontraktual untuk membeli, mengembangkan
properti investasi atau pemeliharaan atau peningkatan;
membangun atau untuk perbaikan,

(m).properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain.

e. Piutang Jangka Panjang
Piutang 1) Piutang  Jangka  Panjang adalah  piutang yang

Jangka diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu

e lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan;

2) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai
berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang
dapat direalisasikan;

3) Pengukuran Piutang Jangka Panjang BLU sebagai berikut:

a) Investasi Non-Permanen Jangka Panjang BLU

(1) Investasi Non-Permanen dalam bentuk pembelian
obligasi jangka panjang dan investasi yang
dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan
diukur sebesar nilai perolehannya berdasarkan
dokumen pembelian, kepemilikan atau yang
dipersamakan;

(2) Investasi Non-Permanen dalam bentuk tagihan atas
pemberian pinjaman dan/atau tagihan dana bergulir
diukur sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

b) Investasi Permanen Jangka Panjang BLU
Investasi Permanen Jangka Panjang BLU diukur
sebesar nilai perolehan investasi dan biaya lainnya yang

timbul dalam rangka perolehan investasi.

f. AsetLainnya

Aset 1) Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset

Lainnya tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset
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Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan

angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan,

aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang
dibatasi penggunaannya.

Pengakuan aset lainnya BLU sebagai berikut:

a) Pengakuan Kemitraan dengan Pihak Ketiga - BLU Aset
berupa tanah dan/atau bangunan atau BMN selain tanah
dan bangunan BLU yang digunakan untuk diusahakan
dalam kemitraan dengan pihak ketiga diakui pada saat
perjanjian kerjasama/kemitraan ditandatangani.

Atas transaksi ini, dilakukan reklasifikasi aset dari
Aset Tetap BLU dan/atau Aset Lainnya berupa Aset Tetap
BLU yang tidak digunakan dalam Operasional BLU
menjadi aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga - BLU;

b) Pengakuan Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan
atau Diinvestasikan Dana Kelolaan BLU yang Belum
Digulirkan atau Diinvestasikan diakui pada saat dana
yang berasal dari Bendahara Umum Negara yang dikelola
dan digunakan BLU dalam rangka penugasan khusus
perguliran atau investasi sesuai dengan tujuan utama
pembentukan BLU diterima oleh BLU dalam rekening
bank dana kelolaan BLU atau yang dipersamakan, dan
belum dilakukan perguliran dana atau kegiatan investasi
yang diamanatkan pada BLU;

c) Pengakuan Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya Kas
BLU yang Dibatasi Penggunaannya diakui pada saat dana
operasional BLU atau kas dan Bank BLU yang disisihkan
atau dana pihak ketiga atau trust fund yang dibentuk
dengan tujuan tertentu untuk membiayai dan mendanai
kegiatan yang sudah ditentukan diterima atau
ditempatkan dalam rekening bank yang dibatasi

penggunaannya atau yang dipersamakan, dan belum
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2)

3)

4)

5)

dilakukan penyerahan dan pembayaran dalam rangka
membiayai dan mendanai kegiatan yang sudah
ditentukan atas pembentukan kas yang dibatasi
penggunaannya.
Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat
diindentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta
dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau
jasa atau digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa
atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk ha katas
kekayaan intelektual.
ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga
perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi;
Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan
dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas
ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan
amortisasi;
Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan
berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor
620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka
Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud
pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana telah dirubah
oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 240/KM.6/2022.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut.

Tabel A.3
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud
Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat
Software 4 tahun
Franchise 5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, 10 tahun
Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa,
: . . 20 tahun
Perlindungan Varietas Tanaman Semusim
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas
25 tahun
Tanaman Tahunan
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I, Hak Ekonomi Pelaku 50 tahun
Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. | 70 tahun
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A.6.4.

Kewajiban

6) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan

dari penggunaan operasional entitas disajikan sebesar harga

perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan

tugas atau tanggung jawab untuk bertindak yang terjadi di masa lalu.

Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi

dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

a. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban

jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

1y

2)

Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban
jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh
tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal
pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada
Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan
Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan
Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka
panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo
dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal

pelaporan.

b. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai

kewajiban pemerintah pada saat pertama Kkali transaksi

berlangsung.

c. Pengakuan Kewajiban BLU antara lain sebagai berikut:

1

Utang Usaha BLU, Utang Usaha BLU diakui pada saat BLU

menerima dana dan/atau fasilitas pembiayaan jangka
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2)

3)

4)

5)

pendek, dan/atau diakui berdasarkan hasil reklasifikasi
bagian lancar utang jangka panjang BLU dari aktivitas
pembiayaan pada periode pelaporan.
Utang Pihak Ketiga BLU Utang Pihak Ketiga diakui pada saat:
a) Timbulnya kewajiban BLU berupa tagihan atas
perjanjian/kontrak/dokumen  lain  belanja  yang
dipersamakan terhadap barang dan jasa yang telah
diterima; dan/atau
b) Diterima dana pihak ketiga berupa dana titipan pihak
ketiga seperti honor pegawai yang belum dibayarkan
kepada pegawai yang berhak, atau uang jaminan atau
uang muka dari pengguna jasa BLU.
Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor
Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum
Disetor diakui pada saat Bendahara BLU memungut pajak
namun belum dilakukan penyetoran ke Kas Negara.
Belanja yang Masih Harus Dibayar
Belanja yang Masih Harus Dibayar diakui pada saat
timbulnya kewajiban berupa resume tagihan atas sejumlah
belanja yang bersumber dari alokasi dana DIPA rupiah murni,
yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan
pembayaran oleh BLU dan/atau berupa perhitungan akrual
biaya-biaya yang belum jatuh tempo.
Pendapatan Diterima di Muka
Pendapatan Diterima di Muka diakui pada saat
terdapat atau timbul klaim pihak ketiga kepada BLU terkait
kas yang telah diterima BLU dari pihak ketiga tetapi belum
ada penyerahan barang/jasa dari BLU pada akhir periode
pelaporan keuangan. Pendapatan Diterima di Muka diakui
dengan menggunakan pendekatan pendapatan sehingga akun
ini hanya muncul pada akhir tahun sebagai penyesuaian

untuk memisahkan pendapatan yang benar-benar
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A.6.5.

Ekuitas

merupakan hak pada periode berjalan dari pendapatan yang
sebenarnya baru menjadi hak pada periode berikutnya.
6) Utang Jangka Pendek Lainnya
Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat
timbulnya kewajiban BLU untuk membayar utang yang tidak
dapat diklasifikasikan ke dalam Utang Usaha, Utang kepada
Pihak Ketiga BLU, Utang Pajak Bendahara yang Belum Disetor,
Belanja yang Masih Harus Dibayar, dan Pendapatan Diterima
di Muka.
7) Utang Jangka Panjang BLU
Utang Jangka Panjang BLU diakui pada saat BLU
menerima dana dan/atau fasilitas pembiayaan jangka
panjang dan dilakukan pengesahan penerimaan pembiayaan
sesuai dengan SP3B/ SP2B-BLU, dan/atau pada saat BLU
menerima dana sesuai dengan SPM/SP2D pengeluaran

pembiayaan Bagian Anggaran BUN.

Ekuitas
Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban
dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan
dalam Laporan Perubahan Ekuitas.
a. Pendapatan-LO
Merupakan komponen Ilaporan keuangan yang
menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional
keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam
pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu
entitas pelaporan. Disamping melaporkan kegiatan operasional,
LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan
nonoperasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di
luar tugas dan fungsi utama entitas
Pendapatan-LO merupakan hak pemerintah yang diakui

sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang
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bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah

tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul

hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah
terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya
aliran masuk sumber daya ekonomi.

Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada

Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

1) Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai
dilaksanakan;

2) Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara
nilai dan periode waktu sewa; dan

3) Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat
keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas
bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak
mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan
pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber
pendapatan.

Pendapatan LO pada BLU disajikan:

1) Nilai pendapatan dari alokasi APBN - DIPA RM sesuai dengan
SP2D Belanja yang berasal dari pagu DIPA rupiah murni
disajikan di LO sebagai Pendapatan dari Alokasi APBN dalam
pos Pendapatan Operasional;

2) Nilai pendapatan umum PNBP sesuai dengan dokumen
sumber setoran ke kas negara (SSBP dan/atau SSPB) atau
dokumen LO sebagai PNBP Lainnya dalam pos Pendapatan
Operasional;

3) Nilai pendapatan dari pelayanan BLU yang bersumber dari
masyarakat - DIPA PNBP; Pendapatan dari pelayanan BLU
yang bersumber dari entitas pemerintah pusat - DIPA PNBP;
Pendapatan hasil kerja sama - DIPA PNBP; dan Pendapatan
BLU lainnya - DIPA PNBP yang telah disahkan sesuai dengan
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4)

5)

6)

7)

8)

SP2B-BLU LO sebagai PNBP Lainnya dalam pos Pendapatan
Operasional;

Nilai pendapatan hibah bentuk uang dari masyarakat yang
telah disahkan sesuai dengan SP2B-BLU LO sebagai PNBP
Lainnya dalam pos Pendapatan Operasional;

Pendapatan hibah bentuk barang dan/atau jasa dari
masyarakat sesuai dengan berita acara serah terima hibah
barang/jasa atau dokumen yang dipersamakan disajikan di
LO sebagai PNBP Lainnya dalam pos Pendapatan Operasional,
sedangkan beban jasanya disajikan di LO sebagai beban
sesuai definisi bebannya dalam pos Beban Operasional;
Pendapatan BLU secara transaksional kas yang belum
dilakukan pengesahan transaksinya pada periode pelaporan
semesteran dan tahunan sesuai dengan dokumen sumber
transaksional pendapatan BLU LO sebagai pendapatan BLU
dalam pos PNBP Lainnya;

Pendapatan BLU secara transaksional nonkas pada periode
pelaporan semesteran dan tahunan sesuai dengan dokumen
sumber transaksional pendapatan BLU yang dicatat di buku
pembantu pendapatan BLU non kas LO sebagai pendapatan
BLU dalam pos PNBP Lainnya; dan

Pendapatan sehubungan dengan perhitungan akuntansi
misalnya pendapatan selisih kurs belum terealisasi dan
pendapatan pelepasan aset disajikan di Laporan Operasional

dalam pos Kegiatan Non Operasional.

Beban LO

Adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau

biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode

laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa

pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban. Beban

diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset,

terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
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Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja

dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi diungkapkan

dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Beban yang terdapat pada

BLU adalah sebagai berikut:

1)

2)

3)

Nilai beban sehubungan dengan adanya realisasi belanja

sesuai dengan SPM/SP2D Belanjanya, nilai beban

sehubungan dengan pengesahan belanja barang sesuai

dengan SP3B/SP2B-BLU, nilai beban sehubungan dengan

beban transaksional secara kas belum dilakukan pengesahan

belanjanya, dan nilai beban sehubungan dengan penyesuaian

beban operasional BLU disajikan di Laporan Operasional

dalam pos Beban Operasional;

Beban operasional BLU di Laporan Operasional disajikan

menurut klasifikasi ekonomi, antara lain:

a) Beban pegawai;

b) Beban barang dan jasa;

c) Beban persediaan;

d) Beban Dbarang untuk dijual/diserahkan kepada
masyarakat;

e) Beban pemeliharaan;

f) Beban perjalanan dinas;

g) Penyisihan piutang tidak tertagih; dan

h) Beban penyusutan dan amortisasi.

Nilai beban sehubungan dengan penyetoran pendapatan

PNBP untuk keuntungan rekening kas umum negara disajikan

di Laporan Operasional sebagai Penyetoran PNBP oleh BLU ke

Kas Negara dalam pos Kegiatan Non-Operasional. Selain itu

beban-beban yang disajikan dalam pos Kegiatan

Nonoperasional misalnya beban sehubungan dengan

kerugian persediaan rusak atau usang, kerugian pelepasan

aset, kerugian selisih kurs belum terealisasi atas saldo kas dan

bank BLU, piutang BLU, dan utang BLU.
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A.7 Penjelasan Umum Lainnya
A.7.1  Entitas Penyusunan Laporan Keuangan

Penjelasan Dalam pelaksanaan pelaporan keuangan, KKP menggunakan

Umum Lainnya .. . ‘o .
pola pelaporan berjenjang yang disusun mulai tingkat satker, wilayah,

eselon [ dan Kementerian. Jumlah satker yang melakukan penyusunan
atas Laporan Keuangan di lingkungan KKP dengan perbandingan
antara tahun 2023 dan 2024 dapat digambarkan dalam Rincian
jumlah satker aktif pada masing-masing eselon I adalah sebagai
berikut.

Tabel A.4
Perbandingan Jumlah Satker
Yang Melakukan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2023 dan 2024

2023 2024
Kode Eselon 1 +

Esl kP [kD [DK [P 5 | kP [ KD [DK | TP [ &

| Setjen - -

| ltien

| DJPT

DJPB

‘ Ditjen

PSDKP

‘ Ditjen
|
|
|
|

PDSPKP
Ditien PRL
BPPSDMKP
BPPKMHP
Konsolidasi

Pada tahun 2024, KKP memiliki Satker sejumlah 383 yang
terbagi ke dalam empat kewenangan yaitu Kantor Pusat (KP), Kantor
Daerah (KD), Tugas Pembantuan (TP), dan satker konsolidasi.

Rincian lebih lanjut atas jumlah satker tersebut, dijelaskan
pada Bab Laporan Realisasi Anggaran (Catatan atas Laporan

Keuangan) laporan keuangan ini.

Rekening Pemerintah
Rekening Pada pelaksanaan kegiatan satuan kerja di lingkungan

Pemerintah " gementerian Kelautan dan Perikanan, untuk menampung pencairan
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anggaran dan

realisasi

baik pendapatan maupun belanja,

menggunakan 626 rekening Pemerintah dengan rincian sebagai

berikut:
Tabel A.5
Jumlah Rekening Pemerintah pada Satker di Lingkungan KKP
Nama Bank
BPD BPD
Eselon | Jumlah
BNI MANDIRI BRI BSI | BTN | JABAR JAWA N:(EADRI P;‘B\:ﬁ A
BANTEN TIMUR
Setjen 28 12 15 1 - 56
Itien 7 - - - - 7
DJPT 29 14 24 2 1 1 72
DJPB 16 21 18 2 2 1 4 68
Ditjen
PSDKP 46 57 25 9 - 137
Ditjen
PDSPKP 25 12 10 1 - 48
Ditien PKRL 27 17 20 20 - 1 1 86
BPPSDMKP 36 17 32 1 13 99
BPPMHKP 19 16 17 1 - 53
Total 233 166 161 37 16 3 1 4 626
Sumber Data: https://sprint.kemenkeu.qo.id/ per Desember 2024
Adapun Rekapitulasi Data Rekening Bank per 31 Desember
2024 adalah sebagaimana matriks pada Lampiran 1.
A.7.2 Informasi Kepegawaian
Informasi Data Pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam
Kepegawalan 10,1 run waktu Tahun 2020 s.d. 2024 adalah sebagai berikut:
Tabel A.6
Data Pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan
. TAHUN
No | Unit Eselon| 2020 2021 2022 2023 2024
1 | Setjen 580 621 622 647 682
2 | Ditien PKRL 659 725 713 715 728
3 | Diten PT 1.284 1.300 1.367 1.641 1.646
4 | Ditien PB 1.356 1.309 1.205 1.172 1.241
5 | Ditien PDSPKP 367 384 378 408 418
6 | Ditien PSDKP 1.290 1.294 1.329 1.489 1.520
7 | Itien 214 219 206 215 208
8 | BPPSDMKP 5.345 5.126 5.061 4.999 5.061
9 | BPPMHKP 1.868 1.869 1.872 1.866 918
TOTAL 12.963 12.847 12.753 13.152 12.422
Sumber data: epegawai.kkp.go.id per 31 Desember 2024
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Berikut perincian lebih lanjut data pegawai di lingkungan KKP

pada masing-masing unit eselon I:

I.  Sekretariat Jenderal

Tabel A.7
Data Pegawai Lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2024
Jenis Status
No Kelamin | cPNs | PNs | PPPK DPKDa.rl DPBDa.rl DPKKg DPBKg Jumlah
Inst. Lain | Inst. Lain | Inst. Lain | Inst. Lain
1 | Laki-Laki 305 36 1 3 108 453
2 | Perempuan 192 26 11 229
Total 497 62 1 3 119 682
II. Inspektorat Jenderal
Tabel A.8
Data Pegawai Lingkup Inspektorat Jenderal Tahun 2024
Jenis Status
No Kelamin | cPNs | PNs | PPPK DPKDa.rl DPBDa.rl DPKKg DPBK.e Jumlah
Inst. Lain | Inst. Lain | Inst. Lain | Inst. Lain
1 | Laki-Laki 127 3 130
2 | Perempuan 76 2 78
Total 203 5 208
[II. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
Tabel A.9
Data Pegawai Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan
Tangkap Tahun 2024
Jenis Status
No Kelamin | cPNs | PNs | PPPK DPKqul DPBqul DPKKg DPBKg Jumlah
Inst. Lain | Inst. Lain | Inst. Lain | Inst. Lain
1 | Laki-Laki 821 327 1148
2 | Perempuan 374 124 498
Total 1195 | 451 1646
IV. Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
Tabel A.10
Data Pegawai Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan
Budi Daya Tahun 2024
Jenis Status
No Kelamin | cPNS | PNs | PPPK DPKDa.I’I DPBDa.I’I DPKKg DPBKg Jumlah
Inst. Lain | Inst. Lain | Inst. Lain | Inst. Lain
1 | Laki-Laki 727 94 1 822
2 | Perempuan 358 61 419
Total 1085 | 155 1 1241
V. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan
Tabel A.11
Data Pegawai Lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2024
Jenis Status
No Kelamin | cPNs | PNs | PPPK DPKDal_rl DPBDal_rl DPKKg DPBKg Jumlah
Inst. Lain | Inst. Lain | Inst. Lain | Inst. Lain
1 | Laki-Laki 1082 193 2 1277
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. Status
Jenis - -
No Kelamin cPNs | PNs | PPPK DPK Da.rl DPB Da.rl DPK Kg DPB Kg Jumlah
Inst. Lain | Inst. Lain | Inst. Lain Inst. Lain
2 | Perempuan 206 37 243
Total 1288 230 2 1520
VI. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Kelautan dan
Perikanan
Tabel A.12
Data Pegawai Lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing
Kelautan dan Perikanan Tahun 2024
Jenis Status
No L DPK Dari | DPB Dari DPK Ke DPB Ke Jumlah
Kelamin CPNS | PNS | PPPK Inst. Lain | Inst. Lain | Inst. Lain Inst. Lain
1 Laki-Laki 185 31 2 218
2 | Perempuan 173 27 200
Total 358 58 2 418
VII. Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
Tabel A.13
Data Pegawai Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan
Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2024
Jenis Status
No . DPK Dari | DPB Dari DPK Ke DPB Ke Jumlah
Az CPNS | PNS | PPPK Inst. Lain | Inst. Lain | Inst. Lain Inst. Lain
1 | Laki-Laki 429 32 1 2 464
2 | Perempuan 246 18 264
Total 675 50 1 2 728
VIII. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan
Tabel A.14
Data Pegawai Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2024
Jenis Status
No Kelamin cPNs | PNs | PPPK DPK Da_n DPB Da_n DPK Kg DPB Kg Jumlah
Inst. Lain | Inst. Lain | Inst. Lain Inst. Lain
1 | Laki-Laki 2639 384 3 3026
2 | Perempuan 1683 | 351 1 2035
Total 4322 735 4 5061
[X. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan
Tabel A.15
Data Pegawai Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan
Mutu Hasil Kelautan dan PerikananTahun 2024
Jenis Status
No Kelamin cPNs | PNs | PPPK DPK Dal_rl DPB Dal_rl DPK Kg DPB Kg Jumlah
Inst. Lain | Inst. Lain | Inst. Lain Inst. Lain
1 Laki-Laki 486 30 516
2 | Perempuan 383 19 402
Total 869 49 918
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Keterangan:

DPK: DiPeKerjakan; DPB: DiPerBantukan; Inst.: Instansi

Kebijakan Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi:

Kebijakan Jabatan dan Kelas Jabatan ASN

Biro Sumber Daya Manuasia Aparatur dan Organisasi
menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
27 /PERMEN-KP/2021 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Aparatur
Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Kebijakan Manajemen Talenta ASN

Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi
menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21
Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara.
Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN

Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi
menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44
Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Kebijakan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional

Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi
menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21
Tahun 2023 tentang Organisasi Profesi Jabatan Fungsional di
Bawah Pembinaan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Kebijakan Mekanisme Kerja Penyederhanaan Birokrasi

Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi
menerbitkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan

Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

A.7.3  Sistem Informasi yang Digunakan

Sistem
Informasi yang
Digunakan

Sistem Informasi yang digunakan dalam melakukan

penyusunan Laporan Keuangan sebagai berikut:
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Aplikasi SIRUP, aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum
Pengadaan berbasis Web (web-based) yang fungsinya sebagai
sarana atau alat untuk mengumumkan RUP. SIRUP bertujuan
untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan
RUPnya. untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik dalam
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan prinsip-
prinsip pengadaan. Aplikasi ini dibuat dan dikembangkan oleh
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik), aplikasi e-
procurement yang dikembangkan oleh Direktorat e-Procurement -
Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) untuk
digunakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di
seluruh K/L/D/I. Aplikasi ini dikembangkan dengan semangat
efisiensi nasional sehingga tidak memerlukan biaya lisensi, baik
lisensi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) itu sendiri
maupun perangkat lunak pendukungnya;

Aplikasi SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara),
sebuah sistem yang dirancang dengan mengintegrasikan proses
penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan keuangan Negara
sehingga diperoleh laporan keuangan akurat yang melalui proses
akuntabel dan transparan. Aplikasi ini dibuat dan dikembangkan
oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
Aplikasi Simponi (Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan
Pajak Online), aplikasi yang digunakan untuk memfasilitasi
pembayaran/penyetoran PNBP dan penerimaan non anggaran.
Keberadaan aplikasi SIMPONI ini ditujukan untuk memberi
kemudahan bagi Wajib Bayar/Wajib Setor guna membayar atau
menyetor PNBP dan penerimaan non anggaran. Aplikasi ini dibuat
dan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran
Kementerian Keuangan;

Aplikasi SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara),

aplikasi yang digunakan untuk mendukung proses pengelolaan
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BMN, yang meliputi perencanaan, penggunaan, pemanfaatan,
pemeliharaan, penatausahaan, penghapusan, dan
pemindahtanganan aset negara berbasis internet yang dapat
diakses oleh Pengelola dan Pengguna. Aplikasi ini Dibuat dan
dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Kementerian Keuangan; dan

Aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi)
adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam
mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan
keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga
pertanggungjawaban anggaran. Aplikasi ini dibuat dan
dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan yang digunakan mulai periode
penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022.

SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada
dengan fungsi utama dari mulai Perencanaan, Pelaksanaan hingga
Pertanggungjawaban Anggaran. Selain itu, SAKTI menerapkan
konsep single database. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas
akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga.
Seluruh Transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan
dilakukan secara sistem elektronik.

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)
mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada
SATKER dimulai dari proses Penganggaran, Pelaksanaan, sampai
dengan Pelaporan. Masing-masing proses pengelolaan keuangan
diperankan oleh modul-modul aplikasi sebagai berikut:

i. Proses penganggaran diperankan oleh modul Penganggaran.
ii. Proses pelaksanaan diperankan oleh beberapa modul, yaitu
modul Komitmen (meliputi sub-modul Manajemen Supplier
dan sub-modul Manajemen Komitmen), modul Bendahara,
modul Aset Tetap, modul Persediaan, dan modul Pembayaran.

iii. Proses pelaporan Modul dalam aplikasi SAKTI.
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A.7.4 Aplikasi yang digunakan dan dikembangkan oleh KKP

Aplikasi yang digunakan dan dikembangkan oleh Kementerian

Aplikasi yang
digunakandan  Kelaytan dan Perikanan disajikan pada tabel berikut ini:
dikembangkan
oleh KKP
Tabel A.16
Daftar Aplikasi yang Digunakan dan Dikembangkan Oleh KKP
‘ No Nama Aplikasi ‘ Lokus/Alamat data/Informasi Jenis Data/Informasi Eselon |
1 Integrated Maritime cc.kkp.go.id Data tracking kapal indonesia dan kapal asing, SETJEN
Intelligent Platform logbook kapal, kepelabuhan, pemetaan ruang laut
bersumber dari VMS dan AIS
2 Aplikasi Sistem e-persediaan.kkp.go.id Data Persediaan Barang SETJEN
Persediaan
3 E-Pegawai (Sistem epegawai.kkp.go.id Data pribadi, data riwayat keluarga, data riwayat SETJEN
Informasi Kepegawaian pendidikan, data riwayat jabatan
KKP)
4 JDIH (Jaringan jdih.kkp.go.id Data Peraturan Kelautan dan Perikanan SETJEN
Dokumentasi Dan
Informasi Hukum)
5 LPSE (Layanan Ipse.kkp.go.id Data Pengaadaan Barang dan Jasa SETJEN
Pengadaan Secara
Elektronik)
6 MD (Master Data) md.kkp.go.id Data induk KKP untuk master datanya sesuai SETJEN
dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
7 Aplikasi Gateway OSS | oss.kkp.go.id Data pelaku usaha, data perizinan SETJEN
(Online Single
Submission)
8 Perpustakaan perpustakaan.kkp.go.id Data Informasi Layanan Perpustakaan KKP SETJEN
(Archivelago Indonesia
Marine Library)
9 Portal KKP portal.kkp.go.id Data persuratan, organisasi, pegawai ,pejabat, SETJEN
disposisi, email, repositori, TTDE, cuti, agenda,
regulasi, dan pengembangan kompetensi
10 | Presensi KKP presensi.kkp.go.id Data Pegawai, Data Rekam Presensi, Data Jadwal SETJEN
Kerja, Data Cuti/Dinas
1 PTSP (Pelayanan ptsp.kkp.go.id Data pelaku usaha, data dan informasi layanan SETJEN
Terpadu Satu Pintu) perizinan
12 | Web KKP kkp.go.id Data kegiatan resmi lingkup KKP untuk publikasi SETJEN
resmi
13 | Warroom warroom.kkp.go.id Data tracking kapal indonesia dan kapal asing SETJEN
14 | Portal data portaldata.kkp.go.id Data kelautan dan perikanan yang diperoleh dari SETJEN
setiap eselon teknis lingkup KKP
15 | PPID (Pejabat ppid.kkp.go.id Data yang dipublikasikan berdasarkan peraturan SETJEN
Pengelola Informasi PPID
dan Dokumentasi)
16 | Pengawasan pengawasan.kkp.go.id Data tender, penyedia barang jasa, nilai kontrak, SETJEN
data spasial sebaran perizinan, data pelaku usaha,
data PNBP, data pelanggaran izin kapal
17 | Sidak (Sistem informasi | sidak.kkp.go.id Data Satker, Data Eselon, Data LHP, Data temuan ITJEN
data tindak lanjut dan rekomendasi, Data status tindak lanjut dan
rekomendasi hasil bukti tindak lanjut
pengawasan)
18 | Whistleblower system wbs.kkp.go.id Data Pengadu, Bukti Pengaduan, Data Pelaku, ITJEN
(Sistem pengaduan Status penanganan pengaduan
Whistleblower lingkup
KKP)
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‘ No Nama Aplikasi ‘ Lokus/Alamat data/Informasi Jenis Data/lnformasi Eselon |
19 | Audit Management ams.kkp.go.id Data perencanaan pengawasan, Data program ITJIEN
System (Sistem kerja pengawasan, Data pelaksanaan dan
manajemen pelaporan
pengawasan intern
lingkup ITJEN KKP)
20 | Unit Pengendalian upg.kkp.go.id Data sosialisasi kebijakan pengendalian gratifikasi ITJEN
Gratifikasi
21 | Internal Audit integrity.kkp.go.id Bigdata pengawasan lingkup KKP dan tools ITJIEN
Enterprise Governance analysis di bidang pengawasan intern
and Information
Technology
22 | Support and Services ssa.kkp.go.id Data assesment dan Data Konsultasi ITJEN
Application
23 | Website Pusat pipp.kkp.go.id Data operasional kapal di pelabuhan, data ikan di DJPT
Informasi Pelabuhan pelabuhan, data harga ikan konsumen, data jasa
Perikanan pelabuhan, dan data fasilitas dalam pelabuhan
24 | CDS (Catch cds.kkp.go.id Data Kapal yang menangkap, data panjang dan DJPT
Documentation berat ikan yang ditangkap, Alat Tangkap, Daerah
Scheme) Penangkapan lkan, Bulan Tangkap, Tujuan
(penjualan domestik/ekspor), khusus tuna sirip biru
selatan
25 | Sistem Informasi integrasi.djpt.kkp.go.id/tunavessel/ Data kapal perikanan penangkap tuna cakalang dan | DJPT
Record of Vessels tongkol (TCT) , Nama kapal, nama dan alamat
Authorized to Fish for pemilik, periode autorisasi, nomor buku kapal, GT
Tuna, Skipjack Tuna dan ukuran kapal, alat tangkap, daerah
and Neritic Tuna Within penangkapan ikan
Indonesia Archipelagic,
Territorial Waters and
IEEZ Waters (R-VIA) |
DIVA TUNA
26 | TEMAN SPB (Sistem integrasi.djpt.kkp.go.idtemanspb2017 Data Kedatangan Kapal, Data Keberangkatan DJPT
Penerbitan Surat Kapal, History Kapal
Persetujuan Berlayar)
27 | SI-SCPIB (Sistem integrasi.djpt.kkp.go.id/inspeksiikan/ Data ikan, Alat tangkap, Wilayah administratif, Data | DJPT
Informasi Sertifikasi Kapal, Data Pelaku Usaha
Cara Penanganan lkan
yang Baik)
28 | SILOPI (Sistem integrasi.djpt.kkp.go.id/admin_elogbook | Identitas Kapal Penangkap Ikan, Nama Pemilik, DJPT
Informasi Log Book , playstore: elogbook penangkapan ikan | Jenis Alat Penangkapan lkan, Daerah
Penangkapan lkan) kkp Penangkapan lkan, Jenis dan Jumlah lkan Hasil
dan E-LOG BOOK Tangkapan, Pelabuhan Pangkalan, Lama Hari
(SDI) Melaut, Jumlah Setting, Periode Trip
29 | E-LOBSTER berubah integrasi.djpt.kkp.go.id/Ikr/ Nama KUB penangkap BBL, Identitas Nelayan DJPT
nama menjadi Penangkap, Alokasi Kuota Provinsi, Alokasi Kuota
SILOKER (Sistem Nelayan/Kelompok Nelayan, Realisasi Kouta
Informasi Pengelolaan Provinsi, Realisasi Kuota Nelayan/Kelompok
Lobster, Kepiting, Nelayan, Dinas KP Prov/Kab/Kota penerbit SKA,
Rajungan) (SDI) Jumlah SKA realisasi ditiap Dinas KP, Jumlah surat
penetapan kelompok nelayan dan kuota
penangkapan BBL di Dinas KP Prov, Tujuan
Pemasaran, Lokasi Penangkapan, Pelaku Usaha
(Nama Pembawa dan Nama Penerimanya) -> Data
Ini dapat dilihat oleh admin DJPT, dan sebagian
data dapat dilihat oleh Dinas KP
30 | SIPALKA (Sitem kapal.kkp.go.id/sipalkaonline/ Data Pemilik, Data Kapal, Alat Tangkap, Daerah DJPT
Informasi Pendaftaran Penangkapan lkan, Nomor Register Kapal
Kapal Perikanan) Perikanan, Foto Kapal
31 | SIMKADA (Sistem perizinan.kkp.go.id/simkada Data Kapal, Wilayah administratif, Pelaku Usaha, DJPT
Informasi Kapal Izin Alat tangkap
Daerah)
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Nama Aplikasi

Lokus/Alamat data/Informasi

Jenis Data/lnformasi

Eselon |

32 | Portal SILAT (Sistem perizinan.kkp.go.id/silat Data Kapal, Wilayah administratif, Pelaku Usaha, DJPT
Aplikasi Pendelegasian Alat tangkap
Kewenangan
Perpanjangan
SIPI/SIKPI Kapal
Perikanan Ukuran)
33 | SIJAKA (Sistem integrasi.djpt.kkp.go.id/sijakadev Data Kapal, Wilayah administratif, Pelaku Usaha, DJPT
Integrasi Jasa Alat tangkap, Data Tambat Labuh
Kepelabuhanan)
(KEPELABUHAN)
34 | SIKAPI (sistem kapal.kkp.go.id/sikapi Data Kapal, Wilayah administratif, Pelaku Usaha, DJPT
infromasi persetujuan Data Pemilik, Data Kapal, Alat Tangkap, Daerah
pengadaan kapal Penangkapan lkan, Nomor Register Kapal
perikanan Perikanan, Foto Kapal, data pelabuhan
35 | SICEFI (Sistem kapal.kkp.go.id/sicefi Data Kapal, Wilayah administratif, Pelaku Usaha, DJPT
informasi cek fisik Data Pemilik, Data Kapal, Alat Tangkap, Daerah
kapal perikanan Penangkapan lkan, Nomor Register Kapal
Perikanan, Foto Kapal, data pelabuhan
36 | OMKAPI (online kapal.kkp.go.id/omkapi Data Kapal, Wilayah administratif, Pelaku Usaha, DJPT
monitoring kapal Data Pemilik, Data Kapal, Alat Tangkap, Daerah
bantuan) Penangkapan Ikan, Nomor Register Kapal
Perikanan, Foto Kapal, data pelabuhan, data
logbook, dan data pendaratan dan data produksi
37 | (SIMPELBUKAN) integrasi.djpt.kkp.go.id/bukupelaut biodata awak kapal, sertifikasi dan kompetensi DJPT
Sistem informasi awak kapal, data pelabuhan
pelayanan buku pelaut
perikanan
38 | E-PIT (Sistem Aplikasi integrasi.djpt.kkp.go.id/portalpit Data Kapal, data SPB, data STBLK, data LPM DJPT
Penangkapan Ikan
Terukur)
39 | DSS (Data Sharing integrasi.djpt.kkp.go.id/login_baru/ Data lkan, Data Kapal, Alat Tangkap, Daerah DJPT
System) Administratif, jenis ikan
40 | SIVOLKA (Sistem kapal.kkp.go.id/pengukuranpalka Data kapal, data pelabuhan, data pengukuran DJPT
volume kapal) palka, lokasi pemeriksaan kapal
41 | SIBATIK (Sistem sibatik.kkp.go.id/aplikasi/ Obat Ikan, Pelaku Usaha DJPB
Informasi Obat Ikan)
42 | SIPINA (Sistem sipina.kkp.go.id Pelaku Usaha, Pakan, Bahan Baku Pakan, Negara, | DJPB
Informasi Pakan lkan Daerah Administratis, Pelabuhan, UPT Barantin dan
Nasional) Ditjen Pajak
43 | CBIB (Cara Budidaya cbib.kkp.go.id/ Pelaku Usaha Budidaya lkan DJPB
Ikan yang Baik)
44 | Tebar Budidaya (Data tebarbudidaya.kkp.go.id/ Aplikasi Penampung Bantuan Pemerintah di lingkup | DJPB
elektronik bantuan DJPB
sebaran budidaya)
45 | Aplikasi Kartu Data spkp.kkp.go.id/aktivasi Data SILAT (Perizinan DJPT), Data VMS (vessel PSDKP
SKAT (Sesdit PSDKP) Monitoring System)
46 | Aplikasi Salmon Track spkp.kkp.go.id/salmontrack Data SILAT (Perizinan DJPT), Data VMS (vessel PSDKP
(Sesdit PSDKP) Monitoring System)
47 | Aplikasi SP (Aplikasi spkp.kkp.go.id/sp Data SILAT (Perizinan DJPT), Data VMS (vessel PSDKP
Pemantauan keaktifan Monitoring System)
transmitter)
48 | Aplikasi Dashboard sipmdjpsdkp.kkp.go.id Data SILAT (Perizinan DJPT), Data VMS (vessel PSDKP
(Sistem Informasi Monitoring System)
Pengawasan)
49 | SLO Elektronik (e-SLO) | eslo.kkp.go.id Data epegawai, Master data perizinan DJPT (Silat PSDKP
(Sit. SDP) dan DSS), Master data Kepelabuhanan, Master
Data Jenis Ikan, Master Data Kuota DJPT, Master
data Teman SPB, Master data SPKP POA
50 | Aplikasi TPKP Nasional | tpkpnasional.kkp.go.id Data penanganan pelanggaran pidana dan PSDKP
(Dit. PP) administratif sektor kelautan dan perikanan
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Jenis Data/lnformasi

Eselon |

Nama Aplikasi

51 | Nilai Tukar Pengolah ntphp.kkp.go.id Data Harga Konsumen dan Harga Produsen PDSPKP
Hasil Perikanan
52 | Stelina (Sistem stelina.kkp.go.id Data Ketelusuran lkan dan Produk Perikanan PDSPKP
informasi ketelusuran
dan logistik ikan
nasional)
53 | Neraca Komoditas (Dit. | nk.kkp.go.id/ Data Pelaku Usaha, Data usulan rencana PDSPKP
Logistik) kebutuhan impor, data penetapan rencana
kebutuhan impor dan data realisasi impor
54 | BURSAIKAN (Sistem bursaikan.kkp.go.id Data user selaku pelaku usaha, data NIB, data PDSPKP
Informasi Bursa lkan) Kusuka, data produk yang dipromosikan
55 | Sistem Elektronik e-sea.kkp.go.id Data Permohonan KKPRL, Data kewajiban laporan PKRL
Perizinan dan tahunan KKPRL
Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Laut
56 | e-Saji (Aplikasi Online saji.kkp.go.id/ Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan PRL
Surat Angkut Jenis
Ikan)
57 | Seapark (Aplikasi seapark.kkp.go.id/ Sistem Elektronik Administrasi Pelayanan PRL
Pemanfaatan Terintegrasi Kawasan Konservasi
Konservasi lingkup
KKP)
58 | Sistem Informasi Data sidakokkhl.kkp.go.id/ Sistem Database Konservasi PRL
Kawasan Konservasi
(SIDAKO)
59 | Surga Garam (Dit. surga-garam.kkp.go.id Survey Harga NTPG (Nilai Tukar Petambak Garam) | PRL
Jaskel)
60 | AKAPI akapi.kkp.go.id Data AKP, Wilayah, Sertifikat Pelatihan, BPPSDMKP
Kompetensi
61 | emilea KKP emilea KKP Data ASN, Data Modul Pelatihan BPPSDMKP
62 | Ejournal ejournal-balitbang.kkp.go.id Meta data artikel, data jurnal sesuai fokus dan BPPSDMKP
scope kelautan dan perikanan
63 | Aplikasi Pelatihan serta | elaut-bppsdm.kkp.go.id Data Pelatihan, Balai Pelatihan, Program Pelatihan, | BPPSDMKP
sertifikasi KP Jenis Pelatihan, Waktu Pelatihan
64 | BIMA bima-bppsdm.kkp.go.id Data Dosen, Data dokumen penelitian BPPSDMKP
65 | Dashboard BPPSDM bppsdm.kkp.go.id Data pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan BPPSDMKP
(HILIR)
66 | E-Latar elatar-bppsdm.kkp.go.id Data pendidikan menengah dan pendidikan tinggi BPPSDMKP
67 | Pentaru KKP pentaru.kkp.go.id Data pendaftaran pendidikan menengah dan BPPSDMKP
pendidikan tinggi
68 | HACCP (Sistem haccp.kkp.go.id Data produk perikanan, UPT BKIPM, NIB, SKP, BPPMHKP
Informasi sertifikasi Data Pegawai
Hazard analysis Critical
Control Points)
69 | Aplikasi SKP Online skp-pdspkp.kkp.go.id/ Sertifikat Kelayakan Pengolahan BPPMHKP
(Dit. Pengolahan Hasil)
A.7.5 Produk Hukum yang telah diterbitkan dan data permasalahan hukum
di lingkungan KKP Tahun 2024
Produk Hukum Produk hukum yang telah diterbitkan oleh Kementerian

Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2024, terdiri atas:

1. 32 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PERMENKP); dan

2. 95 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (KEPMENKP).
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A7.6

Kebijakan
Manajemen
Bidang
Keuangan

(Rekapitulasi Peraturan MKP dan Keputusan MKP sebagaimana
matriks terlampir pada Lampiran Nomor II dan Lampiran Nomor III)

Daftar permasalahan hukum yang terjadi selama tahun 2024,
dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Kasus Inkracht, sebanyak 7 kasus dimana Biro Hukum telah
berkontribusi mencegah potensi pengeluaran negara sebesar
Rp1.619.461.617.600,00 (satu triliun enam ratus sembilan belas
miliar empat ratus enam puluh satu juta enam ratus tujuh belas
ribu enam ratus rupiah); dan

b. Terdapat 9 perkara yang masih dalam proses upaya hukum dan
masih dalam proses persidangan.

(Rekapitulasi daftar permasalahan hukum terlampir pada

matriks Lampiran Nomor [V)

Kebijakan Manajemen Bidang Keuangan

Pada Tahun 2024 ini, KKP mengeluarkan kebijakan terkait
dengan pembinaan tata kelola, pengendalian, monitoring dan evaluasi
pelaksanaan anggaran belanja, koordinasi Penerimaan Negara Bukan
Pajak dan pembinaan badan layanan umum, tata laksana dan
transformasi keuangan, kepatuhan pejabat perbendaharaan,
penyelenggaraan sistem akuntansi dan pelaporan, pengendalian
internal dan kepatuhan atas laporan keuangan, dan penyelesaian

kerugian negara dan koordinasi pengelolaan barang milik negara.

Kebijakan Pemblokiran Anggaran

Pada tahun anggaran 2024, Pemerintah Kembali
melaksanakan kebijakan Automatic Adjustment (AA) dalam rangka
menghadapi kondisi ketidakpastian ekonomi global dan gejolak
geopolitik. Kebijakan blokir anggaran pada tahun 2024 yang
mendapak KKP yaitu:
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1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023 tanggal 29
Desember 2023 perihal Automatic Adjustment Belanja
Kementerian/Lembaga TA 2024;

2. Surat Menteri Keuangan Nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 7
November 2024 hal Langkah-Langkah Penghematan Anggaran
Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024.

Penjelasan lebih rinci dituangkan pada bagian Catatan atas

Laporan Keuangan LRA (Laporan Realisasi Anggaran).

A.7.7  Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)
Pengendalian Dasar Hukum terkait penyelenggaraan Pengendalian Intern
Internatas— oaq Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
Pelaporan
Keuangan ~ a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah;
b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang
Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern
Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; dan
c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-
KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Penyelenggaraan PIPK yang diimplementasikan pada Entitas
Akuntansi (UAKPA) serta Entitas Pelaporan (UAPPA-E1 dan UAPA)
terdiri atas:
a. Penerapan
Penerapan PIPK bertujuan untuk memberikan keyakinan
memadai bahwa Pelaporan Keuangan dilaksanakan dengan
pengendalian intern yang memadai.
b. Penilaian
Penilaian PIPK bertujuan untuk memastikan kecukupan

rancangan dan efektivitas.

c. Reviu PIPK
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Reviu PIPK dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan

melakukan penelaahan atas penilaian PIPK untuk memberikan

keyakinan terbatas bahwa penyusunan laporan keuangan telah

diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang

memadai.

Adapun waktu pelaksanaan tahapan penyelenggaraan PIPK

Tahun 2024 di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

adalah sebagai berikut:

1. Penetapan Akun Signifikan. Terdiri atas:

a.

b.

Akun signifikan kementerian

Merupakan akun yang ditetapkan oleh manajemen
UAPA yang telah dibahas bersama Unit Eselon 1 dan
Inspektorat Jenderal yang bersifat tematik sesuai dengan
kondisi dan karakteristik Unit Eselon I dan wajib diterapkan
di seluruh entitas akuntansi lingkup Unit Eselon I masing-
masing.
Akun signifikan UAKPA

Merupakan akun yang diusulkan oleh manajemen
UAKPA yang telah dibahas bersama manajemen UAPPA-E1
dan Inspektorat Mitra, dengan kriteria: (1) memiliki
kemungkinan terjadinya salah saji yang material atau
menurut pertimbangan manajemen perlu dievaluasi karena
alasan tertentu; (2) menjadi temuan pemeriksa eksternal dan
atau APIP dalam 2 (dua) tahun terakhir; (3) akun turunan
dari kegiatan yang mempunyai risiko tinggi berdasarkan hasil

Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko.

2. Penyusunan Tabel Identifikasi Risiko dan Kecukupan Rancangan

Pengendalinaanya (Tabel A) dan atau Penyusunan Perbaikan

Identifikasi Risiko dan Pengendaliannya (Tabel A.1) yang telah

dinilai oleh Tim Penilai.

Merupakan proses penilaian risiko terhadap suatu akun

signifikan dengan melakukan identifikasi dan analisis risiko serta
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merencanakan pengelolaan risiko dalam rangka mencapai tujuan
keandalan pelaporan keuangan dengan menggunakan metode
penilaian mandiri (control selfassessment).

3. Permohonan Reviu Tabel A dan atau Tabel A.1. Reviu PIPK
dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan melakukan
penelaahan atas penilaian PIPK untuk memberikan keyakinan
terbatas bahwa penyusunan laporan keuangan telah
diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang
memadai.

Pelaksanaan PIPK di lingkungan KKP sampai dengan periode

Triwulan IV Tahun 2024 tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel A.17
Tahapan Penyelenggaraan PIPK sampai dengan Periode Triwulan IV Tahun 2024
Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

No Uraian Keterangan

Waktu Pelaksanaan

1 Penetapan Akun Signifikan Kementerian Disampaikan oleh Biro Keuangan ke seluruh Unit
Eselon I dan Inspektorat Jenderal pada minggu
pertama Bulan April 2024

2 Usulan Akun Signifikan UAKPA Disampaikan oleh Satker ke Unit Eselon I paling
lambat tanggal 26 April 2024
3 Usulan Akun Signifikan dan Entitas Akuntansi Disampaikan oleh Unit Eselon I ke Biro Keuangan
yang melakukan penilaian lingkup UAPPA-E1 paling lambat tanggal 13 Mei 2024

setelah Pembahasan bersama Biro Keuangan
dan Inspektorat Mitra

4 Penyusunan Tabel Identifikasi Risiko dan Disampaikan oleh Satker ke Unit Eselon I paling
Kecukupan Rancangan Pengendaliannya (Tabel lambat tanggal 14 Juni 2024

A) dan atau Penyusunan Perbaikan Identifikasi
Risiko dan Pengendaliannya (Tabel A.1) yang
telah dinilai oleh Tim Penilai

5 Permohonan Reviu Tabel A dan atau Tabel A.1 Disampaikan oleh Unit Eselon I ke Inspektorat Mitra
paling lambat tanggal 21 Juni 2024

6 Reviu atas Identifikasi Risiko dan Kecukupan Dilaksanakan tanggal 24 s.d. 28 Juni 2024
Rancangan Pengendaliannya

7 Pengujian Pengendalian Tingkat Entitas (Tabel Disampaikan oleh Satker ke Unit Eselon I paling
B.1) lambat tanggal 30 September 2024

Pengendalian Umum

Pengujian Atribut Pengendalian (Tabel C.1)

Cut Off Realisasi 31 Oktober 2024
10 | Pengujian Pengendalian Aplikasi (Tabel C.2) ut Off Realisasi per oper

11 | Penilaian Efektivitas Implementasi Pengendalian

dan Penilaian Kelemahan Pengendalian (Tabel Disampaikan ke Unit Eselon I paling lambat tanggal 15
D) November 2024

12 | Penyusunan Laporan Hasil Penilain PIPK Satker

13 | Penilaian Kelemahan Gabungan (Tabel E) oleh Disampaikan ke Biro Keuangan dan Inspektorat Mitra
Unit Eselon [ paling lambat tanggal 29 November 2024
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No Uraian Keterangan
Waktu Pelaksanaan
14 | Penyusunan Laporan Hasil Penilaian PIPK Unit
Eselon |
15 | Reviu Laporan Hasil Penilaian PIPK Unit EselonI | Minggu ke-1 s.d. Minggu ke-3 Bulan Desember 2024
16 | Penyampaian perbaikan Laporan Hasil Penilaian | Disampaikan ke Biro Keuangan paling lambat tanggal
PIPK Unit Eselon I setelah reviu 10 Januari 2025
17 | Penilaian Kelemahan Gabungan Kementerian
(Tabel E) Minggu ke-3 s.d. Minggu ke-4 Bulan januari 2025
18 | Penyusunan Laporan Hasil Penilaian PIPK g8 ¢ MIngg J
Kementerian
19 | Reviu Laporan Hasil Penilaian PIPK Bulan Februari 2025
Kementerian
20 | Penerbitan SOR Laporan Keuangan TA 2024 Paling lambat 28 Februari 2025
Berdasarkan Laporan Hasil Penilaian Penerapan Pengendalian
Intern atas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran
Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 tanggal 17 Januari
2025, dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern atas pelaporan
keuangan adalah efektif, sehingga dapat dinyatakan bahwa
pengendalian intern atas pelaporan keuangan adalah memadai.
A.7.8  Prioritas Nasional
Prioritas Prioritas Nasional (PN) merupakan penjabaran lanjut daripada
Nasional

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional dan merupakan Agenda
Pembangunan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan
tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2023 sebagai koridor
pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Hal ini
juga ditujukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta
mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran
pembangunan jangka menengah nasional.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 yang ditetapkan
melalui Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang
Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 dan khusus
untuk bidang Kelautan dan Perikanan ditetapkan melalui Keputusan
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 205 Tahun 2023 tentang

Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.
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PN KKP dalam rangka mendukung 5 kebijakan ekonomi biru

KKP didukung anggaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1) PN1: memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan

yang berkualitas dan berkeadilan dengan alokasi anggaran

senilai Rp1.965.049.174.000,00. Bentuk kegiatannya antara lain:

Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan
Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan;
Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang mendapatkan
Percontohan Penyuluhan;

Peralatan dan Mesin Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan
Perikanan;

Gedung, Bangunan dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan
Kelautan dan Penyuluhan yang Ditingkatkan Kapasitasnya;
Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih;
Rekomendasi Kebijakan Pendampingan Major Project
Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dengan Pasar Ikan
Bertaraf Internasional;

Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dengan Pasar Ikan
bertaraf internasional yang dikembangkan-IFPIFM I;

Forum Perluasan Akses Pasar Negara Tujuan Ekspor;
Promosi Produk Kelautan dan Perikanan di Dalam Negeri
oleh daerah;

Promosi Produk Kelautan dan Perikanan Skala Internasional;
Promosi Produk Kelautan dan Perikanan di Dalam Negeri;
Peralatan Pemasaran;

Kendaraan Pemasaran Alih Teknologi Informasi;

Profil Pasar Ekspor Hasil Kelautan Perikanan;

Profil Pasar Dalam Negeri Hasil Kelautan Perikanan;
Prasarana Pemasaran Kelautan dan Perikanan;

Bursa Pasar Ikan;
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Produk yang mendapatkan pembinaan penerapan kelayakan
pengolahan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)/Good
Manufacturing Practices (GMP)/HACCP;

Unit penanganan dan unit pengolahan hasil KP skala mikro
dan kecil yang dibina;

UPI skala menengah besar yang dibina;

Industri pengolahan yang dibina oleh daerah;

Sarana sistem rantai dingin Hasil KP;

Sarana pengolahan Hasil KP;

Sarana Pengolahan Hasil KP (MP korporasi);

Unit Pengolahan Ikan (UPI) bernilai tambah yang dibangun;
Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)
ruang lingkup produk pada UPI;

Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen
yang divalidasi;

Sertifikat mutu lembaga kelautan dan perikanan sektor
produksi primer;

Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer
yang divalidasi;

Hasil Perikanan di wilayah Rl yang diawasi mutunya;

Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang
menerapkan sistem traceability;

UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan;

Sarana Pengujian Mutu;

Prasarana Pengujian Mutu;

UMKM yang Difasilitasi dalam Inkubator Bisnis;

UMKM yang Difasilitasi Pendampingan Teknik Pengolahan
dan Pemasaran Hasil KP;

Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di

laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan;
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Rekomendasi Kebijakan Metode/Parameter wuji yang
dihasilkan laboratorium acuan;

Unit kerja yang menerapkan standar sistem pengujian mutu;
Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu
laboratorium,;

Unit kerja yang menerapkan pengendalian sistem jaminan
mutu dan keamanan hasil perikanan;

Masyarakat yang meningkat pemahamannya terhadap sistem
jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan;

Unit/Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance
sesuai standar, sistem dan regulasi;

Dokumen awak kapal perikanan yang diterbitkan;

Dokumen bukti lulus seleksi calon Perusahaan Penempatan
Pekerja Migran Indonesia (P3MI) awak kapal perikanan
migran yang diterbitkan;

Awak kapal perikanan yang disertifikasi;

Petugas yang tersertifikasi di bidang kapal perikanan;

Awak kapal perikanan yang difasilitasi penerapan Perjanjian
Kerja Laut (PKL) dengan pelaku usaha;

Pelaku usaha yang difasilitasi penerapan prinsip HAM pada
usaha perikanan;

Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan
ikan bantuan yang tersalurkan;

Sarana penangkapan ikan yang tersalurkan;

Syahbandar dan Petugas Kesyahbandaran di Pelabuhan
Perikanan yang difasilitasi pelatihannya;

Petugas mutu dan sertifikasi CPIB di Pelabuhan Perikanan
yang difasilitasi pelatihannya;

Pelabuhan Perikanan yang dikelola pendataannya untuk
mendukung Penangkapan Ikan Terukur;

Sarana penunjang pemungutan PNBP Perikanan Tangkap

yang disediakan;

Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan TA 2024 Audited

A.57



CaLK Penjelasan Umum

Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan PP Perintis yang
ditingkatkan fasillitasnya untuk mendukung Penangkapan
Ikan Terukur;

Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf
internasional yang dikembangkan - [FP IFM [;

Pelabuhan Perikanan terluar dan/atau berwawasan
lingkungan yang dikembangkan - Eco Fishing Port;

Pelabuhan Perikanan yang ditingkatkan prasarananya untuk
mendukung Penangkapan Ikan Terukur;

Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf
internasional yang dikembangkan - [FP IFM II;

Petugas Pelabuhan Perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya
dalam rangka mendukung Penangkapan Ikan Terukur;
Rekomendasi Kebijakan Penangkapan lkan Terukur yang
Dilaksanakan;

[zin alokasi usaha perikanan tangkap (SIUP) yang diterbitkan;
Bidang tanah nelayan yang difasilitasi sertifikatnya;

Nelayan yang difasilitasi pengembangan usahanya;

Nelayan yang difas